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SUBBAGIAN

PERENCANAAN  

ANGGARAN

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN 

KEPEGAWAIAN

 

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

GAJI

SUBBAGIAN

PENGADAAN DAN 

PENGELOLAAN BARANG 

MILIK NEGARA

SUBBAGIAN

UMUM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK

 
SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

MUTASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN

TATA USAHA PIMPINAN

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN 

PEGAWAI

SUBBAGIAN

PELAPORAN DAN 

LAYANAN INFORMASI

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

MANAJEMEN RISIKO

SUBBAGIAN

BANTUAN HUKUM

BAGIAN  

UMUM

BAGIAN

KEPATUHAN DAN 

BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN

KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA DAN 

PERPUSTAKAAN

BAGIAN 

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI

TATA LAKSANA
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

TRANSFER KE DAERAH I

SUBDIREKTORAT 

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS 

PENYUSUNAN APBN

DIREKTORAT 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

TRANSFER KE DAERAH II

SEKSI 

ANALISIS DATA DAN 

INFORMASI APBN

SEKSI 

EVALUASI AKUN APBN

SEKSI 

DUKUNGAN TEKNIS 

PENYUSUNAN APBN

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA KEMENTERIAN 

SUBDIREKTORAT

ANALISIS EKONOMI MAKRO 

DAN PENDAPATAN NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA I

SUBDIREKTORAT 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA II

SUBDIREKTORAT 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA III

SEKSI 

EVALUASI ANGGARAN 

PENDAPATAN NEGARA DAN 

HIBAH

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PENYUSUNAN PEMBIAYAAN 

ANGGARAN DAN PENGANGGARAN 

RISIKO FISKAL

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA PEGAWAI

SEKSI 

ANALISIS EKONOMI MAKRO

SEKSI 

EVALUASI DAMPAK 

EKONOMI MAKRO APBN

SEKSI 

PENGANGGARAN 

 RISIKO FISKAL

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA LAINNYA

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA SUBSIDI

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA BARANG DAN MODAL

SEKSI 

DISEMINASI APBN

SEKSI 

PENYUSUNAN 

PEMBIAYAAN NON UTANG 

SEKSI 

PENYUSUNAN 

PEMBIAYAAN UTANG II

SEKSI ANALISIS DAN 

KONSOLIDASI PENYUSUNAN 

POSTUR APBN

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BANTUAN SOSIAL DAN SJSN

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA LEMBAGA 

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

PENDIDIKAN DAN BELANJA 

HIBAH

SEKSI PENYUSUNAN 

ANGGARAN BELANJA 

PRIORITAS DAN KONSOLIDASI 

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

SEKSI 

PENYUSUNAN 

PEMBIAYAAN UTANG I

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 

PEMBAYARAN BUNGA 

UTANG

LAMPIRAN III-3 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  206/PMK.01/2014 
TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



ANGGARAN  IE-1

SEKSI

PENGOLAHAN DATA 

ANGGARAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA

ANGGARAN   IE

SUBDIREKTORAT

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS 

ANGGARAN I

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

ANGGARAN  IE-3

SEKSI
ANGGARAN  IE-4

SUBDIREKTORAT

SEKSI
ANGGARAN  IE-2

SEKSI

SEKSI

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IA ANGGARAN   IB

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

ANGGARAN   ID

ANGGARAN  ID-2ANGGARAN  IC-2
SEKSI

SEKSI
ANGGARAN  IC-1

SEKSI
ANGGARAN  ID-1

SEKSI

ANGGARAN  IB-1
SEKSI

SEKSI

ANGGARAN   IC

ANGGARAN  IA-1

SEKSISEKSI
ANGGARAN  IB-2

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN  IC-4ANGGARAN  IB-4

SEKSI
ANGGARAN  IA-4

SEKSI

SEKSI

SEKSI

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

ANGGARAN  ID-4

SEKSI

ANGGARAN  IA-2

ANGGARAN  IA-3 ANGGARAN  IB-3 ANGGARAN  IC-3

DIREKTORAT

ANGGARAN I

DIREKTORAT ANGGARAN  I

BAGAN ORGANISASI

ANGGARAN  ID-3

SEKSI
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DIREKTORAT

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN  II

KELOMPOK 

ANGGARAN  IID-4

ANGGARAN  IIC-2

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN  IID-2

ANGGARAN  IID-3

ANGGARAN  IIB-1

ANGGARAN  IIC-3

ANGGARAN  IIA-4 ANGGARAN  IIB-4
SEKSI SEKSI

ANGGARAN  IIC-4

SEKSI
ANGGARAN  IIB-3

SEKSI

ANGGARAN  IIB-2

SEKSI
ANGGARAN  IIC-1ANGGARAN  IIA-1

SEKSI

ANGGARAN  IIA-3

ANGGARAN  IIA-2

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI SEKSI

ANGGARAN  IIE-1ANGGARAN  IID-1

ANGGARAN  II

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIC

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIB

SEKSI

SUBDIREKTORAT

DATA DAN DUKUNGAN 

TEKNIS ANGGARAN II

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIE

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI

PENGOLAHAN DATA 

ANGGARAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI
ANGGARAN  IIE-3

ANGGARAN  IIE-2
SEKSI

ANGGARAN  IIE-4
SEKSI

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IID

SEKSI
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DIREKTORAT

SEKSI

PENGOLAHAN DATA 

ANGGARAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI

SEKSI
DUKUNGAN TEKNISANGGARAN  IIIE-1

SEKSI
ANGGARAN  IIIE-3

ANGGARAN  IIIE-2

SEKSI

SUBDIREKTORAT

DATA DAN DUKUNGAN 

TEKNIS ANGGARAN III

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIIE

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIIB

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN   IIIA

ANGGARAN  III

ANGGARAN  IIID-1

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SEKSI

ANGGARAN  IIIA-4
SEKSI

SEKSI

SEKSI

ANGGARAN  IIIA-1
SEKSI

SEKSI

ANGGARAN  IIIA-2 ANGGARAN  IIIB-2

SEKSI

ANGGARAN  IIIB-4

ANGGARAN  IIIB-1

SEKSI
ANGGARAN  IIIA-3

SEKSI
ANGGARAN  IIIC-1

ANGGARAN   IIID
SUBDIREKTORAT

SEKSI

SEKSI

ANGGARAN  IIID-3

SEKSI
ANGGARAN  IIIE-4

ANGGARAN  IIIB-3

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN  IIID-2ANGGARAN  IIIC-2

KELOMPOK 

SEKSI
ANGGARAN  IIIC-4

ANGGARAN  IIIC

ANGGARAN  IIID-4

ANGGARAN  IIIC-3

SEKSI SEKSI

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN  III
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SEKSI 

PENERIMAAN 

LABA BUMN II

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN 

LABA BUMN 

DIREKTORAT 

PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIA

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIB

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIB

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIA

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIC

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

SUBDIREKTORAT

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS 

PNBP

BAGAN ORGANISASI 

SEKSI 

PENERIMAAN 

LABA BUMN I

SEKSI 

PENERIMAAN 

MINYAK DAN GAS BUMI I

SEKSI 

PENERIMAAN 

MINYAK DAN GAS BUMI II

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA  

III

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN MINYAK DAN 

GAS BUMI

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA  

II

SEKSI 

PENERIMAAN 

MINYAK DAN GAS BUMI III

SEKSI 

PENERIMAAN 

MINYAK DAN GAS BUMI IV

 
 

SEKSI 

PENERIMAAN 

LABA BUMN III

JABATAN FUNGSIONAL

 

KELOMPOK 

 

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IID

SEKSI

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS  

PNBP I

SEKSI

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS  

PNBP II

SEKSI

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS  

PNBP III

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA  I

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IIC

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IA

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IB

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA IC

SEKSI 

PENERIMAAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA ID
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

 

SEKSI

RISET DAN PENGEMBANGAN 

STANDAR BIAYA

DIREKTORAT

SISTEM PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI

STANDAR BIAYA  II

SUBDIREKTORAT

TRANSFORMASI SISTEM 

PENGANGGARAN  

SEKSI

PERENCANAAN SISTEM 

PENGANGGARAN

SEKSI

STANDAR BIAYA I

SUBDIREKTORAT

EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN

SEKSI

EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN  I

JABATAN FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

STANDAR BIAYA

SEKSI

KLASIFIKASI ANGGARAN

SEKSI 

PENERAPAN SISTEM 

PENGANGGARAN

SEKSI

PROSES BISNIS 

PENGANGGARAN

SEKSI

STANDAR BIAYA  III

KELOMPOK 

SEKSI

EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN  II

SEKSI

EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN  III

SEKSI

EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN  IV

SUBDIREKTORAT

TEKNOLOGI INFORMASI 

PENGANGGARAN

SEKSI

BASIS DATA 

PENGANGGARAN

SEKSI

PENYAJIAN INFORMASI 

PENGANGGARAN

SEKSI

PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI  PENGANGGARAN 

SEKSI

DUKUNGAN TEKNIS 

INFRASTRUKTUR  TEKNOLOGI 

INFORMASI 

LAMPIRAN III-8 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014                 
TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

 

SEKSI HARMONISASI 

PERATURAN JAMINAN SOSIAL 

KECELAKAAN KERJA DAN 

KEMATIAN

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

REMUNERASI LAINNYA

SUBDIREKTORAT 

HARMONISASI PENGANGGARAN 

REMUNERASI

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN PNBP

SEKSI HARMONISASI 

PENGANGGARAN REMUNERASI 

PEGAWAI NEGERI

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI

HARMONISASI 

PERATURAN PNBP III

SEKSI

HARMONISASI 

PERATURAN PNBP II

SEKSI HARMONISASI 

PENGANGGARAN REMUNERASI 

PEJABAT NEGARA DAN LEMBAGA 

NON STRUKTURAL

SEKSI

HARMONISASI 

PERATURAN PNBP I

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN KEMENTERIAN  

DAN LEMBAGA

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN 

JAMINAN SOSIAL

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN KEMENTERIAN 

DAN LEMBAGA I

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN KEMENTERIAN 

DAN LEMBAGA II

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

JAMINAN SOSIAL PENSIUN DAN 

TUNJANGAN HARI TUA

SEKSI

HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN KEMENTERIAN 

DAN LEMBAGA III
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LAMPIRAN  IV - 1

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGIAN  

UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014  

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 

KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN  

ORGANISASI DAN 

TATA LAKSANA

BAGIAN  

KEPEGAWAIAN

BAGIAN  

KEUANGAN

BAGIAN  

PERLENGKAPAN

DIREKTORAT

PERATURAN

PERPAJAKAN I

DIREKTORAT

PERATURAN

PERPAJAKAN II

DIREKTORAT

PEMERIKSAAN DAN 

PENAGIHAN

DIREKTORAT

INTELIJEN DAN 

PENYIDIKAN

DIREKTORAT

EKSTENSIFIKASI DAN 

PENILAIAN

DIREKTORAT

KEBERATAN DAN 

BANDING

DIREKTORAT

POTENSI, KEPATUHAN, 

DAN PENERIMAAN

DIREKTORAT

PENYULUHAN, 

PELAYANAN, DAN 

HUBUNGAN 

MASYARAKAT

DIREKTORAT

TEKNOLOGI INFORMASI 

PERPAJAKAN

DIREKTORAT

KEPATUHAN INTERNAL 

DAN TRANSFORMASI 

SUMBER DAYA 

APARATUR

DIREKTORAT

TRANSFORMASI 

TEKNOLOGI 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI 

DIREKTORAT

TRANSFORMASI 

PROSES BISNIS

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

KUP DAN PPSP

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PPh BADAN

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN 

PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT

INTELEJEN 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

EKSTENSIFIKASI

SUBDIREKTORAT

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN

SUBDIREKTORAT

POTENSI PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PENYULUHAN 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PELAYANAN 

OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT

KEPATUHAN 

INTERNAL

SUBDIREKTORAT

ANALISIS DAN 

EVALUASI SISTEM 

INFORMASI

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PPN INDUSTRI

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

POT/PUT PPh DAN 

PPh ORANG PRIBADI

SUBDIREKTORAT

TEKNIK DAN 

PENGENDALIAN 

PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT

REKAYASA 

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

PENDATAAN

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN 

GUGATAN  I

SUBDIREKTORAT

DAMPAK KEBIJAKAN

SUBDIREKTORAT

PELAYANAN 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PENDUKUNG 

OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT

INVESTIGASI 

INTERNAL

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PERANGKAT KERAS

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PELAYANAN

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PPN PERDAGANGAN, 

JASA,  DAN PTLL

SUBDIREKTORAT

PERJANJIAN DAN 

KERJASAMA 

PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT

PEMERIKSAAN 

TRANSAKSI KHUSUS

SUBDIREKTORAT

PEMERIKSAAN BUKTI 

PERMULAAN

SUBDIREKTORAT

PENILAIAN I

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN 

GUGATAN  II

SUBDIREKTORAT

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DAN 

PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PEMANTAUAN SISTEM 

DAN INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT

TRANSFORMASI 

ORGANISASI

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

APLIKASI

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PENEGAKAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PBB DAN BPHTB

SUBDIREKTORAT

BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

KERJASAMA DAN 

DUKUNGAN 

PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT

PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT

PENILAIAN II

SUBDIREKTORAT

PENINJAUAN 

KEMBALI DAN 

EVALUASI

SUBDIREKTORAT

ADMINISTRASI DAN 

EVALUASI 

PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT

KERJASAMA DAN 

KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

MANAJEMEN 

KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

EKSTENSIFIKASI DAN 

PENILAIAN

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI 

PERATURAN 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PENAGIHAN

SUBDIREKTORAT

KOMPETENSI DAN 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS PEGAWAI

SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN 

TRANSFORMASI

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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LAMPIRAN IV - 2

  BAGAN ORGANISASI

  SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT 

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN

KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SUBBAGIAN 

INVENTARISASI, 

PEMELIHARAAN, DAN 

PENGHAPUSAN

SUBBAGIAN 

PENYIMPANAN DAN 

DISTRIBUSI

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

PROTOKOL

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN 

PENGADAAN II

SUBBAGIAN 

TATA USAHA PIMPINAN 

DIREKTORAT 

JENDERAL

SUBBAGIAN 

PENGUKURAN 

KINERJA

SUBBAGIAN 

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN 

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN 

ORGANISASI 

SUBBAGIAN 

PENGADAAN I

BAGIAN 

ORGANISASI DAN 

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN

SUBBAGIAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI 

PENINGKATAN 

KAPASITAS

SUBBAGIAN 

PEMBERHENTIAN DAN 

PEMENSIUNAN PEGAWAI

SUBBAGIAN 

UMUM KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI GAJI 

DAN TUNJANGAN

SUBBAGIAN 

MUTASI KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN IV-2 
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 

KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN IV - 3

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

PERATURAN 

PPN PERDAGANGAN 

I

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PBB DAN BPHTB

SEKSI 

PERATURAN PBB I

SEKSI 

PERATURAN PBB II

SEKSI 

PERATURAN 

PPN JASA

DIREKTORAT 

PERATURAN PERPAJAKAN I

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

KUP DAN PPSP

SEKSI 

PERATURAN KUP

SEKSI 

PERATURAN PPSP

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PPN INDUSTRI

SEKSI 

PERATURAN 

PPN INDUSTRI I

SEKSI 

PERATURAN 

PPN INDUSTRI II

SUBDIREKTORAT

PERATURAN 

PPN PERDAGANGAN,  

JASA, DAN PTLL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI 

PERATURAN PTLL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PERATURAN BPHTB

SEKSI 

PERATURAN 

PPN INDUSTRI III

SEKSI 

PERATURAN 

PPN PERDAGANGAN 

II

SEKSI 

PERATURAN 

PERPAJAKAN 

LAINNYA

LAMPIRAN IV-3 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014                 

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
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LAMPIRAN IV - 4

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SEKSI 

BANTUAN HUKUM III

SUBDIREKTORAT 

HARMONISASI 

PERATURAN PERPAJAKAN

SEKSI 

ANALISIS PERATURAN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

SINKRONISASI 

PERATURAN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

SINERGI PERATURAN 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT 

BANTUAN HUKUM

SEKSI 

BANTUAN HUKUM I

DIREKTORAT 

PERATURAN PERPAJAKAN II

SEKSI 

PERATURAN 

POT/PUT PPh I

SEKSI 

PERATURAN 

POT/PUT PPh II

SEKSI 

PERATURAN 

PPh ORANG PRIBADI

SEKSI 

PERJANJIAN 

ASIA PASIFIK

SEKSI 

KERJASAMA 

PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL

SEKSI 

PERJANJIAN 

AMERIKA DAN AFRIKA

SUBDIREKTORAT 

PERJANJIAN DAN 

KERJASAMA PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL

SEKSI 

BANTUAN HUKUM IV

SEKSI 

ANALISIS PERATURAN 

PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT 

PERATURAN

PPh BADAN

SEKSI 

PERATURAN 

PPh BADAN III

SEKSI 

PERATURAN 

PPh BADAN I

SEKSI 

PERATURAN 

PPh BADAN II

SUBDIREKTORAT 

PERATURAN POT/PUT PPh 

DAN PPh ORANG PRIBADI

SEKSI 

BANTUAN HUKUM II

SEKSI 

PERJANJIAN 

EROPA

LAMPIRAN IV-4 
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LAMPIRAN  IV - 5

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT 

TEKNIK DAN 

PENGENDALIAN 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

DUKUNGAN TEKNIS 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

PENGENDALIAN 

MUTU DAN 

ADMINISTRASI 

PENAGIHAN

SUBDIREKTORAT 

KERJASAMA DAN 

DUKUNGAN 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

KERJASAMA 

PEMERIKSAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SEKSI 

DATA DAN 

DUKUNGAN 

PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT 

PENAGIHAN

SEKSI 

STRATEGI DAN 

DUKUNGAN 

PENAGIHAN

SEKSI 

PERENCANAN DAN 

EVALUASI 

PENAGIHAN

DIREKTORAT 

PEMERIKSAAN DAN 

PENAGIHAN

SEKSI 

PEMERIKSAAN 

TRANSAKSI 

PERUSAHAAN GRUP

SEKSI 

PEMERIKSAAN 

WAJIB PAJAK 

SEKTOR SUMBER 

DAYA ALAM

SEKSI 

TRANSFER PRICING 

DAN TRANSAKSI 

KHUSUS LAINNYA

SUBDIREKTORAT 

PEMERIKSAAN 

TRANSAKSI KHUSUS

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

STRATEGI 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

PERENCANAAN 

PEMERIKSAAN 

WAJIB PAJAK 

ORANG PRIBADI

SEKSI 

PERENCANAAN 

PEMERIKSAAN 

WAJIB PAJAK 

BADAN

SEKSI 

TEKNIK 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

PENGENDALIAN 

MUTU 

PEMERIKSAAN

SEKSI 

EVALUASI DAN 

KINERJA 

PEMERIKSAAN
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LAMPIRAN  IV - 6

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI EVALUASI 

DAN PEMANTAUAN 

PEMERIKSAAN 

BUKTI PERMULAAN

SEKSI 

REKAYASA 

KEUANGAN III

SEKSI EVALUASI 

DAN PEMANTAUAN 

INTELIJEN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

EVALUASI 

DAN PEMANTAUAN 

PENYIDIKAN

DIREKTORAT 

INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT

INTELIJEN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

INTELIJEN 

PERPAJAKAN I

SEKSI 

INTELIJEN 

PERPAJAKAN II

SUBDIREKTORAT

REKAYASA 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

REKAYASA 

KEUANGAN I

SEKSI 

PEMERIKSAAN 

BUKTI PERMULAAN 

I

SEKSI 

REKAYASA 

KEUANGAN II

SUBDIREKTORAT

PEMERIKSAAN BUKTI 

PERMULAAN

SUBDIREKTORAT

PENYIDIKAN

SEKSI 

PENYIDIKAN I

SEKSI 

PENYIDIKAN II

SEKSI 

PEMERIKSAAN 

BUKTI PERMULAAN 

II

LAMPIRAN IV-6 
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN  IV - 7

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

PENILAIAN 

MASSAL BUMI

SUBDIREKTORAT

PENILAIAN II

SEKSI 

PENILAIAN 

MASSAL BANGUNAN

SEKSI 

PENILAIAN INDIVIDU 

PERUMAHAN DAN 

INDUSTRI

SEKSI 

PENILAIAN INDIVIDU 

KOMERSIAL DAN 

OBJEK KHUSUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

DIREKTORAT 

EKSTENSIFIKASI DAN 

PENILAIAN

SUBDIREKTORAT

EKSTENSIFIKASI

SEKSI 

PERENCANAAN 

EKSTENSIFIKASI

SEKSI 

TEKNIS 

EKSTENSIFIKASI

SUBDIREKTORAT

PENDATAAN

SEKSI 

PERENCANAAN 

PENDATAAN DAN 

PEMETAAN 

SEKSI 

TEKNIS PENDATAAN 

DAN PEMETAAN 

SUBDIREKTORAT

PENILAIAN I

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PENILAIAN INDIVIDU 

PERTAMBANGAN

SEKSI 

DUKUNGAN DAN 

EVALUASI DATA

SEKSI 

PENILAIAN INDIVIDU 

PERKEBUNAN DAN 

PERHUTANAN

SEKSI 

EVALUASI 

EKSTENSIFIKASI

LAMPIRAN IV-7 
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN  IV - 8

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING    

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IIC

SEKSI 

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN IV

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IC

SEKSI 

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN III

SEKSI 

EVALUASI BANDING, 

GUGATAN, DAN 

PENINJAUAN KEMBALI

DIREKTORAT 

KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN

SEKSI 

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN I

SEKSI 

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN II

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN GUGATAN  

I

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IA

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IIA

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IB

SUBDIREKTORAT

BANDING DAN GUGATAN  

II

SUBDIREKTORAT

PENINJAUAN KEMBALI 

DAN EVALUASI

SEKSI 

PENINJAUAN KEMBALI

SEKSI 

EVALUASI 

PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN

SEKSI 

BANDING DAN 

GUGATAN  IIB
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN  IV - 9

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN    

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK SEKTOR 

INDUSTRI

SUBDIREKTORAT

ADMINISTRASI DAN 

EVALUASI 

PENERIMAAN

SEKSI 

PEMBUKUAN DAN 

REKONSILIASI I

SEKSI 

PEMBUKUAN DAN 

REKONSILIASI II

SEKSI 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK SEKTOR 

JASA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

DIREKTORAT 

POTENSI, KEPATUHAN, DAN 

PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT

POTENSI 

PERPAJAKAN

SEKSI 

POTENSI SEKTOR 

INDUSTRI

SEKSI 

POTENSI SEKTOR 

PERDAGANGAN

SUBDIREKTORAT

DAMPAK KEBIJAKAN

SEKSI 

DAMPAK 

KEBIJAKAN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

DAMPAK KONDISI 

MAKRO EKONOMI

SUBDIREKTORAT

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DAN 

PEMANTAUAN

SEKSI 

PEMANTAUAN 

PEMANFAATAN 

DATA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

STATISTIK DAN 

PRAKIRAAN 

PENERIMAAN

SEKSI 

DAMPAK 

KEBIJAKAN UMUM

SEKSI KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK 

SEKTOR 

PERDAGANGAN 

SEKSI 

POTENSI SEKTOR 

JASA

SEKSI 

EVALUASI 

PENERIMAAN

LAMPIRAN IV-9 
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
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LAMPIRAN  IV - 10

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT    

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI 

PENGELOLAAN 

BERITA

SEKSI 

PENGELOLAAN 

SITUS

SEKSI 

DOKUMENTASI 

DAN 

PERPUSTAKAAN

SEKSI 

PENINGKATAN 

MUTU PELAYANAN

SEKSI 

PEMUTAKHIRAN 

TAX KNOWLEDGE 

BASED

SEKSI 

DUKUNGAN 

PENYULUHAN

SEKSI 

KEMITRAAN 

WAJIB PAJAK

DIREKTORAT 

PENYULUHAN, PELAYANAN, 

DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT

SUBDIREKTORAT

PENYULUHAN 

PERPAJAKAN

SEKSI 

MATERI 

PENYULUHAN

SEKSI 

BIMBINGAN 

TENAGA 

PENYULUH

SUBDIREKTORAT

PELAYANAN 

PERPAJAKAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PELAYANAN 

PENGADUAN

SEKSI 

HUBUNGAN 

INTERNAL

SEKSI 

DUKUNGAN 

PELAYANAN DAN 

KONSULTASI

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

KERJASAMA DAN 

KEMITRAAN

SEKSI 

KERJASAMA 

DALAM NEGERI

SEKSI 

KERJASAMA 

LUAR NEGERI

SEKSI 

HUBUNGAN 

EKSTERNAL

LAMPIRAN IV-10 
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MENTERI KEUANGAN 
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LAMPIRAN  IV - 11

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN    

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT

PEMANTAUAN 

SISTEM DAN 

INFRASTRUKTUR

SEKSI 

PEMANTAUAN 

KONFIGURASI DAN 

KAPASITAS

SEKSI 

PEMANTAUAN 

KEAMANAN SISTEM 

DAN JARINGAN 

KOMUNIKASI DATA

DIREKTORAT 

TEKNOLOGI INFORMASI 

PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT

PELAYANAN 

OPERASIONAL

SEKSI 

PELAYANAN 

SISTEM 

INFORMASI

SEKSI 

PELAYANAN 

APLIKASI DAN 

REGISTRASI

SUBDIREKTORAT

PENDUKUNG 

OPERASIONAL

SEKSI 

BIMBINGAN SISTEM

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PEMANTAUAN 

BASIS DATA

SEKSI 

PELAYANAN 

DUKUNGAN 

TEKNIS

SEKSI 

PELAYANAN 

JARINGAN 

KOMUNIKASI DATA

SEKSI 

PEMUTAKHIRAN 

DATA TAMPILAN

SEKSI 

PEMANTAUAN 

PENGOLAHAN DATA 

DAN DOKUMEN

SEKSI 

PERTUKARAN DATA 

ELEKTRONIK

SEKSI 

PENGELOLAAN 

INTRANET DAN 

INTERNET
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LAMPIRAN  IV - 12

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR   

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

SISTEM MUTASI, 

PROMOSI, DAN 

KOMPENSASI

SUBDIREKTORAT 

KOMPETENSI DAN 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS PEGAWAI

SEKSI 

ANALISIS 

KOMPETENSI 

PEGAWAI

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS 

PEGAWAI

SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN 

MANAJEMEN 

KEPEGAWAIAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

KLASIFIKASI 

JABATAN

DIREKTORAT 

KEPATUHAN INTERNAL DAN 

TRANSFORMASI SUMBER 

DAYA APARATUR

SEKSI 

INVESTIGASI 

INTERNAL I

SEKSI 

INVESTIGASI 

INTERNAL II

SEKSI 

EVALUASI TEMUAN 

PEMERIKSAAN 

EKSTERNAL

SEKSI 

PERENCANAAN 

STRATEGIS

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENGUKURAN 

KINERJA

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

DESAIN 

KELEMBAGAAN

SEKSI 

EVALUASI 

IMPLEMENTASI 

DESAIN 

KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT 

TRANSFORMASI 

ORGANISASI

SUBDIREKTORAT

KEPATUHAN 

INTERNAL

SEKSI 

PENJAMINAN 

KUALITAS

SEKSI 

INTERNALISASI 

KEPATUHAN

SEKSI 

PENGUJIAN 

KEPATUHAN

SUBDIREKTORAT 

INVESTIGASI 

INTERNAL
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN  IV - 13

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI   

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

ANALISIS DAN 

EVALUASI SISTEM 

INFORMASI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PENYUSUNAN 

PROSEDUR 

OPERASIONAL

SEKSI 

PENGELOLAAN  

BASIS DATA

SEKSI 

PENGELOLAAN  

DATA SPASIAL

SEKSI 

ANALISIS 

JARINGAN 

KOMUNIKASI DATA

SEKSI 

EVALUASI SISTEM 

INFORMASI

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI INFORMASI 

DAN PELAPORAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SEKSI 

PERANCANGAN 

SISTEM DAN 

PROSEDUR 

PERPAJAKAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

KONFIGURASI 

BASIS DATA

SEKSI 

ANALISIS 

KONFIGURASI DAN 

KAPASITAS

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PERANGKAT KERAS

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

APLIKASI

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI 

PERPAJAKAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI INFORMASI 

GEOGRAFIS

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

JARINGAN 

KOMUNIKASI DATA

DIREKTORAT 

TRANSFORMASI TEKNOLOGI 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI
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LAMPIRAN  IV - 14

BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTORAT 

TRANSFORMASI PROSES 

BISNIS

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PELAYANAN

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

PENEGAKAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN 

EKSTENSIFIKASI DAN 

PENILAIAN

SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN                

TRANSFORMASI

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PENYULUHAN I

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PELAYANAN I

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PENEGAKAN 

HUKUM I

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

EKSTENSIFIKASI

SEKSI 

PERENCANAAN 

PENGEMBANGAN 

DAN MANAJEMEN 

PERUBAHAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PENYULUHAN II

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PELAYANAN II

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PENEGAKAN 

HUKUM II

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PEMETAAN DAN 

PENILAIAN

SEKSI 

MANAJEMEN 

PROSES DAN 

PENJAMINAN 

KUALITAS 
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

SARANA OTOMASI

SUBDIREKTORAT

SARANA OPERASI

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN DATA DAN 

PELAYANAN INFORMASI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

NILAI PABEAN

SUBDIREKTORAT

PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT

PERATURAN DAN BANTUAN 

HUKUM

SUBDIREKTORAT

REGISTRASI KEPABEANAN

SUBDIREKTORAT

KLASIFIKASI BARANG

SUBDIREKTORAT

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR 

DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

SUBDIREKTORAT

PITA CUKAI DAN TANDA 

PELUNASAN CUKAI LAINNYA

SUBDIREKTORAT

NARKOTIKA

SUBDIREKTORAT

EVALUASI AUDIT

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA REGIONAL

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN 

PENYULUHAN 

SUBDIREKTORAT

OTOMASI SISTEM DAN 

PROSEDUR

SUBDIREKTORAT

EKSPOR

SUBDIREKTORAT

FASILITAS PERTAMBANGAN

SUBDIREKTORAT

ANEKA CUKAI

SUBDIREKTORAT

PENINDAKAN

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA BILATERAL

DIREKTORAT

PENERIMAAN DAN PERATURAN 

KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT

INFORMASI KEPABEANAN DAN 

CUKAI

SUBDIREKTORAT

IMPOR

SUBDIREKTORAT

PEMBEBASAN

SUBDIREKTORAT

CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUBDIREKTORAT

INTELIJEN

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA MULTILATERAL

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT

TEKNIS KEPABEANAN

DIREKTORAT

FASILITAS KEPABEANAN

DIREKTORAT

CUKAI

DIREKTORAT

PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

DIREKTORAT

AUDIT

DIREKTORAT

KEPABEANAN INTERNASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL BEA 

DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT 

JENDERAL

BAGIAN

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA

BAGIAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN

KEUANGAN

BAGIAN

PERLENGKAPAN

BAGIAN

UMUM
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

TATA LAKSANA II

SUBBAGIAN 

PEMBERHENTIAN DAN 

PEMENSIUNAN PEGAWAI

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

INVENTARISASI DAN 

PENGHAPUSAN

SUBBAGIAN

KESEJAHTERAAN

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN PROFESI 

KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN 

 UMUM KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

GAJI

SUBBAGIAN

TATA USAHA DIREKTUR 

JENDERAL

SUBBAGIAN

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN

PENGADAAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA DAN KEARSIPAN

SUBBAGIAN

TATA LAKSANA I

SUBBAGIAN 

MUTASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA 

SEKRETARIAT 

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN

ORGANISASI DAN 

TATA LAKSANA

BAGIAN

KEPEGAWAIAN

BAGIAN

KEUANGAN

BAGIAN

PERLENGKAPAN

BAGIAN

UMUM
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

DIREKTORAT 

TEKNIS KEPABEANAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

IMPOR 

SUBDIREKTORAT

EKSPOR

SUBDIREKTORAT

KLASIFIKASI BARANG

SUBDIREKTORAT 

NILAI PABEAN

SEKSI 

IMPOR I

SEKSI  

EKSPOR  I

SEKSI  

KLASIFIKASI I

SEKSI 

NILAI PABEAN I

SEKSI 

IMPOR II

SEKSI  

EKSPOR  II

SEKSI  

KLASIFIKASI II

SEKSI 

NILAI PABEAN II

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

PENANGGUHAN BEA MASUK

SEKSI  

EKSPOR  III

SEKSI  

KLASIFIKASI III

SEKSI 

NILAI PABEAN III

SEKSI 

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DAN 

TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN

SEKSI  

KLASIFIKASI IV

SEKSI 

NILAI PABEAN IV
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

SEKSI  

FASILITAS MINYAK DAN GAS BUMI

SUBDIREKTORAT

PEMBEBASAN

SUBDIREKTORAT

FASILITAS PERTAMBANGAN

SEKSI 

PEMBEBASAN  I

SEKSI 

PEMBEBASAN  II

SEKSI 

PEMBEBASAN  IV

SEKSI 

PEMBEBASAN  III

SEKSI  

FASILITAS ANEKA TAMBANG

SEKSI 

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT  I

DIREKTORAT 

FASILITAS KEPABEANAN

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN TEMPAT 

PENIMBUNAN BERIKAT

SEKSI 

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR 

SEKSI 

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT  II
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT CUKAI

SEKSI 

CUKAI HASIL TEMBAKAU  III

SEKSI 

PENGEMBALIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN 

CUKAI LAINNYA

DIREKTORAT 

CUKAI

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

SEKSI 

PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN 

CUKAI LAINNYA

SEKSI 

ANEKA CUKAI  III

SEKSI 

CUKAI HASIL TEMBAKAU  II

SEKSI 

ANEKA CUKAI  II

SEKSI PENYIMPANAN 

DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA 

PELUNASAN CUKAI LAINNYA

SUBDIREKTORAT

CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUBDIREKTORAT

ANEKA CUKAI

SEKSI 

CUKAI HASIL TEMBAKAU  I

SEKSI 

ANEKA CUKAI  I
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

DIREKTORAT 

PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

INTELIJEN

SUBDIREKTORAT

PENINDAKAN

SUBDIREKTORAT

NARKOTIKA

SUBDIREKTORAT

PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT 

SARANA OPERASI

SEKSI 

INTELIJEN I

SEKSI 

PENINDAKAN I

SEKSI 

NARKOTIKA DAN 

PSIKOTROPIKA

SEKSI  

PENYIDIKAN I

SEKSI 

SARANA OPERASI I

SEKSI 

INTELIJEN II

SEKSI 

PENINDAKAN II

SEKSI 

PREKURSOR

SEKSI  

PENYIDIKAN II

SEKSI 

SARANA OPERASI II

SEKSI 

INTELIJEN III

SEKSI 

PENINDAKAN III

SEKSI 

DUKUNGAN OPERASI 

NARKOTIKA

SEKSI  

BARANG HASIL 

PENINDAKAN

SEKSI 

SARANA OPERASI III

SEKSI 

PANGKALAN DATA 

INTELIJEN

SEKSI  

TEMPAT TAHANAN

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT AUDIT

SEKSI 

PERENCANAAN AUDIT  III

SEKSI  

PELAKSANAAN AUDIT  III

SEKSI 

EVALUASI HASIL AUDIT  III

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

PERENCANAAN AUDIT  I

SEKSI  

PELAKSANAAN AUDIT  I

SEKSI 

EVALUASI HASIL AUDIT  I

SEKSI 

PERENCANAAN AUDIT  II

SEKSI  

PELAKSANAAN AUDIT  II

SEKSI 

EVALUASI HASIL AUDIT  II

DIREKTORAT 

AUDIT

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT

EVALUASI AUDIT
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA 

MULTILATERAL

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA 

BILATERAL

SEKSI 

KERJA SAMA

MULTILATERAL  I

SEKSI  

KERJA SAMA

BILATERAL  III

SEKSI 

KERJA SAMA

MULTILATERAL  III

SEKSI 

KERJA SAMA

MULTILATERAL  II

SEKSI  

KERJA SAMA

BILATERAL  II

SEKSI  

KERJA SAMA

BILATERAL  I

DIREKTORAT 

KEPABEANAN INTERNASIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

KERJA SAMA 

REGIONAL

SEKSI 

KERJA SAMA

REGIONAL  I

SEKSI 

KERJA SAMA

REGIONAL  III

SEKSI 

KERJA SAMA

REGIONAL  II
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BAGAN ORGANISASI

  DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI   

SEKSI 

PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN

SEKSI  

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI 

PEMANTAUAN PENERIMAAN

DIREKTORAT 

PENERIMAAN DAN PERATURAN 

KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT

PERATURAN DAN BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN 

PENYULUHAN

SEKSI 

PERATURAN

KEPABEANAN

SEKSI  

HUBUNGAN MASYARAKAT

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

KEBERATAN DAN BANDING

SEKSI 

KEBERATAN DAN

BANDING I

SEKSI 

KEBERATAN DAN

BANDING II

SEKSI 

BANTUAN HUKUM KEPABEANAN 

DAN

CUKAI

SEKSI 

PERATURAN CUKAI DAN 

PERATURAN LAINNYA

SEKSI  

PENYULUHAN DAN LAYANAN 

INFORMASI
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BAGAN ORGANISASI

  DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI     

DIREKTORAT 

INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN RISIKO

SUBDIREKTORAT

REGISTRASI KEPABEANAN

SUBDIREKTORAT

OTOMASI SISTEM DAN 

PROSEDUR

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

SARANA OTOMASI

SEKSI 

PELAYANAN INFORMASI

SEKSI 

REGISTRASI 

KEPABEANAN  III

SEKSI 

OTOMASI SISTEM PENYAJIAN 

DATA

SEKSI  

PEMELIHARAAN SARANA 

OTOMASI

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN DATA DAN 

PELAYANAN INFORMASI

SEKSI 

PEMANTAUAN RISIKO

SEKSI 

REGISTRASI 

KEPABEANAN  I

SEKSI 

OTOMASI SISTEM DAN PROSEDUR 

IMPOR DAN EKSPOR

SEKSI  

PERENCANAAN SISTEM DAN 

SARANA OTOMASI

SEKSI 

PENGELOLAAN DATA

SEKSI 

OTOMASI SISTEM 

ADMINISTRASI

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

PENGENDALIAN RISIKO

SEKSI 

REGISTRASI 

KEPABEANAN  II

SEKSI 

OTOMASI SISTEM DAN 

PROSEDUR CUKAI

SEKSI  

PEMELIHARAAN SISTEM
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SUBDIREKTORAT

STANDARISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PENGELOLA PERBENDAHARAAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT               

PENGELOLAAN TRANSFORMASI 

TEKNOLOGI INFORMASI

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

BAGIAN

KEPATUHAN 

INTERNAL

SUBDIREKTORAT

PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN 

SOSIAL, PERHITUNGAN PFK, DAN 

KEBIJAKAN TGR

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN

SUBDIREKTORAT               

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI EKSTERNAL

SUBDIREKTORAT               

PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT

SISTEM PERBENDAHARAAN

SUBDIREKTORAT               

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI  INTERNAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

ANGGARAN III

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN

SUBDIREKTORAT               

PERANCANGAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI

SUBDIREKTORAT

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BLU I

SUBDIREKTORAT

KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA

SUBDIREKTORAT 

SISTEM AKUNTANSI

SUBDIREKTORAT 

STATISTIK DAN  ANALISIS 

LAPORAN  KEUANGAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBDIREKTORAT

PENGANGGARAN, 

PENGELOLAAN KINERJA DAN 

RISIKO  INVESTASI

SUBDIREKTORAT

HUKUM 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

ANGGARAN II

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PROSES BISNIS 

DAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

PENELITIAN, PENGEMBANGAN 

DAN KERJASAMA 

KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT

TARIF, REMUNERASI, DAN 

INFORMASI BADAN LAYANAN 

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT 

SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

SUBDIREKTORAT

PERATURAN DAN 

STANDARDISASI TEKNIS BADAN 

LAYANAN UMUM

SUBDIREKTORAT

KEBIJAKAN INVESTASI DAN 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT

DIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN                      

LAYANAN UMUM

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

ORGANISASI DAN 

TATA LAKSANA

DIREKTORAT 

SISTEM INFORMASI DAN 

TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN

BAGIAN

SUMBER DAYA 

MANUSIA

BAGIAN

KEUANGAN

USUL PERUBAHAN

SUBDIREKTORAT 

SETELMEN, AKUNTANSI, & 

PELAPORAN PENGELOLAAN 

KAS

SUBDIREKTORAT 

KEBIJAKAN  TDR DAN 

MANAJEMEN RISIKO

SUBDIREKTORAT 

MANAJEMEN PENERIMAAN & 

PENGELUARAN KAS

DIREKTORAT 

PELAKSANAAN ANGGARAN

DIREKTORAT 

PENGELOLAAN KAS NEGARA

SUBDIREKTORAT KOORDINASI 

DAN KONSOLIDASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT  OPTIMALISAS 

KAS

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV

SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN

REKENING LAINNYA & PEMBINAAN 

PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA

SUBDIREKTORAT 

PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH 

PUSAT

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BLU II

SUBDIREKTORAT 

AKUNTANSI PUSAT DAN 

PELAPORAN KEUANGAN BUN

SUBDIREKTORAT 

MANAJEMEN KAS

PINJAMAN DAN HIBAH

SUBDIREKTORAT

INVESTAS PEMDA/BUMD           

SUBDIREKTORAT

INVESTASI 

 BADAN USAHA MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BLU III

SUBDIREKTORAT

BIMBINGAN  AKUNTANSI 

INSTANSI DAN BUN
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BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SUBBAGIAN 

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN 

PENGADAAN BARANG/JASA

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN 

PENGELOLAAN BELANJA 

PEGAWAI DAN 

KESEJAHTERAAN

BAGIAN 

ORGANISASI DAN 

TATA LAKSANA

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN STRATEGIS DAN 

MANAJEMEN TALENTA

SUBBAGIAN 

SISTEM INFORMASI DAN 

LAYANAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

SUBBAGIAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN  

MANAJEMEN RISIKO

SUBBAGIAN 

KEHUMASAN, LAYANAN 

INFORMASI DAN PROTOKOLER

SUBBAGIAN 

 PERENCANAAN STRATEGIS 

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

PENGELOLAAN KINERJA 

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

EVALUASI DAN TINDAK 

LANJUT HASIL AUDIT

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN ORGANISASI

SUBBAGIAN 

PEMANTAUAN PENGENDALIAN 

INTERNAL

SUBBAGIAN 

PENGELOLAAN ASET

SUBBAGIAN 

TATA LAKSANA

KELOMPOK

JABATAN  FUNGSIONAL

BAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN 

UMUM 

BAGIAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

DAN BUDAYA ORGANISASI

SUBBAGIAN

MUTASI DAN PENILAIAN 

KINERJA
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SEKSI 

PENGELOLAAN DATA DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI ANGGARAN

DIREKTORAT                        

PELAKSANAAN ANGGARAN

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN III-B

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV-B

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN II-C

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV-C

SEKSI 

KONSOLIDASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT 

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN ANGGARAN IV

SEKSI 

KONSOLIDASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN III

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN I-D

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN I-B

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN III-C

SEKSI 

KONSOLIDASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN II

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN I-C

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN ANGGARAN II

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV-A

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN

BAGAN ORGANISASI

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN IV-D

FUNGSIONAL

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN III-D

KELOMPOK JABATAN

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN II-D

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN I-A

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN ANGGARAN III

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN II-B

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN IV

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN II-A

SEKSI 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN III-A

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN III

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN II

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN I
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SEKSI 

PENGELOLAAN VALUTA ASING

SEKSI  

KONSOLIDASI REKENING DAN 

DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI  

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN MANAJEMEN KAS 

PINJAMAN DAN HIBAH

SEKSI 

PELAPORAN PENGELOLAAN 

REKENING LAINNYA DAN 

BENDAHARA

SEKSI 

KONSOLIDASI PELAPORAN 

KEUANGAN KUASA BUN PUSAT

SEKSI 

PENGELOLAAN REKENING 

LAINNYA MILIK 

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI 

SETELMEN, AKUNTANSI, DAN 

PELAPORAN TRANSAKSI TDR

SEKSI 

PEMBINAAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDAHARA

 SEKSI 

INVESTASI SURAT BERHARGA 

NEGARA

SEKSI 

RISET EKONOMI DAN 

PENGEMBANGAN STRATEGI

SEKSI 

AKUNTANSI REKENING KAS 

UMUM NEGARA

SUBDIREKTORAT 

SETELMEN, AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN PENGELOLAAN KAS

SEKSI 

PENGELOLAAN LIKUIDITAS

SEKSI 

PERATURAN DAN KEPATUHAN

SEKSI 

PENGELOLAAN REKENING 

PENGELUARAN

SEKSI 

MANAJEMEN KAS PINJAMAN 

DAN HIBAH I

SEKSI 

PENGELOLAAN REKENING 

LAINNYA SDA DAN NON SDA

SEKSI 

KEBIJAKAN REKENING KUN 

DAN PFK

SEKSI 

SETELMEN TRANSAKSI 

REKENING KAS UMUM NEGARA

SEKSI 

PENGELOLAAN PENEMPATAN 

UANG

BAGAN ORGANISASI

SUBDIREKTORAT 

OPTIMALISASI KAS 

SUBDIREKTORAT 

KEBIJAKAN TDR DAN 

MANAJEMEN RISIKO

SUBDIREKTORAT 

MANAJEMEN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN KAS

SUBDIREKTORAT 

MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN 

HIBAH

SUBDIREKTORAT MANAJEMEN 

REKENING LAINNYA DAN 

PEMBINAAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDAHARA

DIREKTORAT 

PENGELOLAAN KAS NEGARA

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 

SEKSI 

MANAJEMEN RISIKO, 

PORTOFOLIO DAN DUKUNGAN 

ALCO

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI 

PENGELOLAAN REKENING 

PENERIMAAN

SEKSI 

MANAJEMEN KAS PINJAMAN 

DAN HIBAH II

SEKSI 

MANAJEMEN KAS PINJAMAN 

DAN HIBAH III
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH/BUMD III

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH/BUMD

SEKSI 

ANALISIS DAN 

PENGEMBANGAN INVESTASI 

BUMN

SEKSI

INVESTASI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA III

SEKSI 

PERJANJIAN DAN 

KEPATUHAN II

SEKSI 

PERJANJIAN DAN 

KEPATUHAN I

SEKSI 

KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA III

SEKSI 

ANALISIS KELAYAKAN 

INVESTASI

SEKSI 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI 

LAINNYA

DIREKTORAT                                               

SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

SUBBAGIAN                          

TATA USAHA

SEKSI 

PENGANGGARAN INVESTASI

SUBDIREKTORAT 

INVESTASI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA

SUBDIREKTORAT 

HUKUM

SEKSI

INVESTASI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA I

SEKSI

INVESTASI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT

KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA

SEKSI 

KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA I

SEKSI 

INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH/BUMD II

SEKSI 

KREDIT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA II

SEKSI 

PERATURAN I

SUBDIREKTORAT

INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH / BADAN USAHA MILIK 

DAERAH             

SEKSI 

INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH/BUMD I

SEKSI 

PERATURAN II

SUBDIREKTORAT  

KEBIJAKAN INVESTASI DAN 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT 

PENGANGGARAN, 

PENGELOLAAN KINERJA DAN 

RISIKO INVESTASI

SEKSI 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN 

EKSTERNAL

SEKSI 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN 

INTERNAL

SEKSI 

DATA, INFORMASI DAN 

PELAPORAN

SEKSI 

KEBIJAKAN, PENGEMBANGAN 

DAN PERENCANAAN STRATEGIS 

INVESTASI

SEKSI 

PENGELOLAAN KINERJA

SEKSI 

PENGELOLAAN RISIKO
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM III-B

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM II-A

SEKSI

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM I-A

SEKSI 

PERATURAN DAN 

STANDARDISASI TEKNIS 

BADAN LAYANAN UMUM II

SEKSI

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM I-B

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM II-C

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM III-C

SEKSI 

REMUNERASI BADAN 

LAYANAN UMUM 

SEKSI 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM

SEKSI 

INFORMASI BADAN 

LAYANAN UMUM 

SEKSI

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM I-C

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM II-B

SUBDIREKTORAT

PERATURAN DAN 

STANDARDISASI TEKNIS 

BADAN LAYANAN UMUM

SEKSI 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM III-A

SEKSI 

PERATURAN DAN 

STANDARDISASI TEKNIS 

BADAN LAYANAN UMUM I

SEKSI 

TARIF BADAN LAYANAN 

UMUM

DIREKTORAT 

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

TARIF, REMUNERASI, DAN 

INFORMASI BADAN LAYANAN 

UMUM

SUBDIREKTORAT 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM I

SUBDIREKTORAT 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM II

SUBDIREKTORAT 

PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 

UMUM III
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KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI 

FASILITASI KOMITE 

STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN

SEKSI 

PENGELOLAAN BAGAN 

AKUN STANDAR

SEKSI 

BIMBINGAN AKUNTANSI 

REGIONAL DAN BUN

SEKSI 

PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

BUN

SEKSI 

PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN

SEKSI 

ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN DAN 

PELAPORAN MANAJERIAL 

KEUANGAN PEMERINTAH 

SEKSI 

DUKUNGAN IMPLEMENTASI STANDAR 

AKUNTANSI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH

SEKSI 

SISTEM AKUNTANSI BUN 

DAN UNIT KHUSUS

SEKSI 

BIMBINGAN AKUNTANSI 

INSTANSI III

SEKSI 

PELAPORAN BADAN 

LAINNYA, TRANSAKSI 

KHUSUS DAN NERACA BUN

SEKSI 

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN KAS 

SEKSI 

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN 

SEKTOR PUBLIK

SEKSI

DUKUNGAN IMPLEMENTASI 

STANDAR AKUNTANSI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PUSAT

SEKSI 

SISTEM AKUNTANSI 

INSTANSI

SEKSI 

BIMBINGAN AKUNTANSI 

INSTANSI II

SEKSI 

AKUNTANSI PUSAT DAN 

PELAPORAN REALISASI 

ANGGARAN BUN

SEKSI 

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN NERACA

SEKSI  

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH UMUM

SEKSI 

DUKUNGAN 

PENGEMBANGAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEKSI 

SISTEM AKUNTANSI PUSAT

SEKSI 

BIMBINGAN AKUNTANSI 

INSTANSI I

SEKSI 

PELAPORAN KAS DAN 

ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN KUASA BUN

SEKSI 

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN REALISASI 

ANGGARAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN MANUAL 

STATISTIK KEUANGAN 

PEMERINTAH

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

 STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN

SUBDIREKTORAT  

SISTEM AKUNTANSI

SUBDIREKTORAT 

 BIMBINGAN AKUNTANSI 

INSTANSI DAN BUN

SUBDIREKTORAT 

AKUNTANSI PUSAT DAN 

PELAPORAN KEUANGAN BUN

SUBDIREKTORAT 

PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN 

PEMERINTAH PUSAT

SUBDIREKTORAT 

STATISTIK DAN ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

SEKSI 

PEMBAYARAN PERHITUNGAN 

FIHAK KETIGA DAN 

PENYELESAIAN TGR

SEKSI 

PEMBINAAN PROSES 

BISNIS DAN HUKUM IV

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PROSES BISNIS 

DAN HUKUM

SUBDIREKTORAT

PEMBAYARAN PROGRAM 

JAMINAN SOSIAL, PFK DAN 

KEBIJAKAN TGR

SEKSI 

PEMBINAAN PROSES 

BISNIS DAN HUKUM I

SEKSI 

PEMBAYARAN PROGRAM 

PENSIUN

SEKSI 

PEMBINAAN PROSES 

BISNIS DAN HUKUM II

SEKSI 

PEMBAYARAN JAMINAN 

KESEHATAN

SEKSI 

STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PENGELOLA PERBENDAHARAAN 

III

SUBDIREKTORAT 

TRANSFORMASI 

KELEMBAGAAN

SEKSI

TRANSFORMASI 

PENGELOLAAN LIKUIDITAS

SEKSI

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PERBENDAHARAAN II

SEKSI 

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN II

SUBDIREKTORAT

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAN 

KERJASAMA KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT 

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN

SEKSI 

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN I

SEKSI 

MANAJEMEN PERUBAHAN 

DAN KOMUNIKASI

SEKSI 

TRANSFORMASI SISTEM 

PEMBAYARAN & 

PENERIMAAN

SEKSI 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PERBENDAHARAAN I

SEKSI 

TRANSFORMASI 

AKUNTANSI, PELAPORAN 

DAN MISI KHUSUS

SEKSI

KERJASAMA 

KELEMBAGAAN

SEKSI 

PEMBINAAN PROSES 

BISNIS DAN HUKUM III

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI 

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN III

SEKSI 

HARMONISASI PERATURAN 

PERBENDAHARAAN IV

SUBBAGIAN

TATA USAHA

DIREKTORAT 

SISTEM PERBENDAHARAAN

SEKSI 

STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PENGELOLA PERBENDAHARAAN 

I

SEKSI 

STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PENGELOLA PERBENDAHARAAN 

II

SUBDIREKTORAT

STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PENGELOLA PERBENDAHARAAN
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

SEKSI 

LAYANAN PENGGUNA 

SEKSI 

PENGELOLAAN DAN 

ANALISIS BASIS DATA

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI EKSTERNAL II

SEKSI 

PENGELOLAAN PERANGKAT 

LUNAK

SEKSI 

DUKUNGAN TEKNIS DAN 

PENGENDALIAN MUTU 

APLIKASI 

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN 

SISTEM INFORMASI INTERNAL

SUBDIREKTORAT PERANCANGAN 

DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI 

SEKSI 

PERENCANAAN DAN ANALISIS 

SISTEM APLIKASI 

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI II

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

APLIKASI I

SEKSI 

PENGELOLA DATA REFERENSI 

DAN PENGGUNA SISTEM

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI EKSTERNAL

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN TRANSFORMASI 

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

TRANSFORMASI TEKNOLOGI 

INFORMASI

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI EKSTERNAL III

SEKSI 

PENGELOLAAN JARINGAN 

DAN KOMUNIKASI DATA

SEKSI 

PENGELOLAAN KINERJA 

TRANSFORMASI TEKNOLOGI 

INFORMASI

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI EKSTERNAL I

SEKSI 

PENGELOLAAN PERANGKAT 

KERAS

SEKSI 

PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI 

SISTEM INFORMASI 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INTERNAL III

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INTERNAL I

SEKSI 

PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INTERNAL II

DIREKTORAT 

SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATANKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN III

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN I

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

APLIKASI

SUBDIREKTORAT

ANALISIS DATA DAN 

INFORMASI PENILAIAN

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN III

DIREKTORAT 

BARANG MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA I

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN II

SUBDIREKTORAT

PIUTANG NEGARA  II

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA IV

DIREKTORAT 

KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN

DIREKTORAT 

PIUTANG NEGARA DAN 

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA III

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN II

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

BAGIAN 

ORGANISASI DAN 

KEPATUHAN INTERNAL

DIREKTORAT 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA 

DAN SISTEM INFORMASI

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  III

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN I

SUBDIREKTORAT

PIUTANG NEGARA  I

SUBDIREKTORAT

STANDARDISASI PENILAIAN 

PROPERTI

SUBDIREKTORAT

STANDARDISASI PENILAIAN 

BISNIS DAN SUMBER DAYA 

ALAM

SUBDIREKTORAT 

PENINGKATAN KUALITAS 

PENILAI PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT

PERATURAN PERUNDANGAN 

DIREKTORAT 

PENILAIAN

SUBDIREKTORAT

BINA LELANG  I

SUBDIREKTORAT

BINA LELANG  II

SUBDIREKTORAT

BANTUAN HUKUM 

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

SUBDIREKTORAT

PENGOLAHAN DATA DAN 

LAYANAN OPERASIONAL

BAGIAN 

KEPEGAWAIAN

BAGIAN 

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  II

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  I

BAGIAN 

PERLENGKAPAN

SUBDIREKTORAT 

BINA PROFESI DAN JASA 

LELANG

BAGIAN 

UMUM

DIREKTORAT 

HUKUM DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT 

LELANG

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN VII-1 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



  BAGAN ORGANISASI

  SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 

DIREKTORAT JENDERAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN 

PROTOKOL DAN PERJALANAN 

DINAS

SUBBAGIAN 

MANAJEMEN KINERJA DAN 

MUTASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN 

KEPEMIMPINAN

BAGIAN 

UMUM

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

ADMINISTRASI UMUM 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

GAJI

BAGIAN 

KEPEGAWAIAN

BAGIAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN INVENTARISASI 

DAN PENGHAPUSAN

SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN 

DISTRIBUSI

SUBBAGIAN 

PENGADAAN

BAGIAN 

ORGANISASI DAN KEPATUHAN 

INTERNAL

SUBBAGIAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN 

ANGGARAN

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN 

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN KEPATUHAN 

INTERNAL DAN EVALUASI HASIL 

PEMERIKSAAN

SUBBAGIAN 

ORGANISASI DAN 

PERENCANAAN KINERJA

SUBBAGIAN 

PERBENDAHARAAN

BAGIAN 

PERLENGKAPAN
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BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IA

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA ID

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IC

TATA USAHA

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIIA

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA III

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIID

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIIC

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIIB

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IVD

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IID

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIC

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIB

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IVB

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA I

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IVC

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IB

DIREKTORAT 

BARANG MILIK NEGARA

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IIA

SUBBAGIAN

SEKSI 

BARANG MILIK 

NEGARA IVA

SUBDIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA IV

LAMPIRAN VII-3 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IC

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IA

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIC

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIA

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIIB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIIC

DIREKTORAT 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN II

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN  IIIA

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN III

LAMPIRAN VII-4 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIID

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IID

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIC

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN ID

SEKSI 

PIUTANG NEGARA  IA

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN IC

SEKSI 

PIUTANG NEGARA   IB

SEKSI 

PIUTANG NEGARA   IIB

SUBDIREKTORAT

PIUTANG NEGARA  I

SUBDIREKTORAT

PIUTANG NEGARA  II

SEKSI 

PIUTANG NEGARA  IIA

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN II

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN III

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN IB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIIB

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIIC

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN IA

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIA

SEKSI 

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN  IIIA

DIREKTORAT 

PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN 

NEGARA LAIN-LAIN

SUBDIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN I

SEKSI 

PIUTANG NEGARA   IIC

SEKSI 

PIUTANG NEGARA   IC

SUBBAGIAN

TATA USAHA

LAMPIRAN VII-5 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  
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BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

ID

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IID

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIID

SEKSI 

INTEGRASI SISTEM APLIKASI

SEKSI 

PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS, 

LUNAK, DAN JARINGAN

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IB

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIB

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIIB

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI 

II

SEKSI 

PENGKAJIAN DAN STANDARDISASI 

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IC

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIC

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIIC

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI 

III

SEKSI 

LAYANAN OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT

PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN 

OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  II

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  III

SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

APLIKASI

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IA

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA  I

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIA

SEKSI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA  

IIIA

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI I

SEKSI 

PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN 

INFORMASI

DIREKTORAT 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA 

DAN SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN

TATA USAHA
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MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT PENILAIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI

SUBDIREKTORAT

STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS 

DAN SUMBER DAYA ALAM

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER 

DAYA ALAM II

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS I

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER 

DAYA ALAM I

SEKSI 

PENGAWASAN DAN KODE ETIK PENILAI 

PEMERINTAH

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS II

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN REAL 

PROPERTI  II

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN REAL 

PROPERTI  I

SUBDIREKTORAT

ANALISIS DATA DAN INFORMASI 

PENILAIAN

SEKSI 

PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH I

SEKSI 

PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH II

SEKSI 

PENINGKATAN KUALITAS PENILAI 

PEMERINTAH

DIREKTORAT 

PENILAIAN

SUBDIREKTORAT 

PENINGKATAN KUALITAS PENILAI 

PEMERINTAH

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI 

KHUSUS  I

SEKSI

STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI 

KHUSUS  II

SEKSI 

KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN

SEKSI 

VERIFIKASI PERMOHONAN PENILAIAN

SEKSI 

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

PENILAIAN

LAMPIRAN VII-7 
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BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT LELANG  

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

BINA LELANG  IB

SEKSI

BINA LELANG  IIB

SEKSI

BINA PROFESI LELANG II

SEKSI

BINA PROFESI LELANG I

DIREKTORAT 

LELANG

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

BINA LELANG  IC

SEKSI

BINA LELANG  IIC

SEKSI

BINA JASA LELANG

SUBDIREKTORAT

BINA LELANG  I

SUBDIREKTORAT

BINA LELANG  II

SUBDIREKTORAT 

BINA PROFESI DAN JASA LELANG

SEKSI

BINA LELANG  IA

SEKSI

BINA LELANG  IIA
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TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  
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REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI  

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI 

PERATURAN  

PERUNDANGAN  IV

SEKSI 

KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI 

PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

SUBDIREKTORAT

PERATURAN PERUNDANGAN 

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBDIREKTORAT

BANTUAN HUKUM 

SEKSI 

PERATURAN  

PERUNDANGAN  I

DIREKTORAT 

HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKSI 

PERATURAN  

PERUNDANGAN  II

SEKSI 

BANTUAN HUKUM  I

SEKSI 

BANTUAN HUKUM  II

SEKSI 

BANTUAN HUKUM  IV

SEKSI 

BANTUAN HUKUM  III

SEKSI 

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

PERATURAN  

PERUNDANGAN  III

LAMPIRAN VII-9 
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LAMPIRAN  VIII - 1

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

BAGIAN 

KONTROL INTERN

SUBDIREKTORAT 

EVALUASI DANA DEKONSENTRASI 

DAN TUGAS PEMBANTUAN

SUBDIREKTORAT 

DANA KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

INFORMASI DAN DUKUNGAN TEKNIS

DIREKTORAT 

EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI 

KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

EVALUASI DANA DESENTRALISASI 

DAN PEREKONOMIAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM

SUBDIREKTORAT 

HIBAH DAERAH

SUBDIREKTORAT 

PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN 

DAERAH

SUBDIREKTORAT 

DANA ALOKASI UMUM

SUBDIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IV

SUBDIREKTORAT 

DANA ALOKASI KHUSUS

DIREKTORAT

DANA PERIMBANGAN

DIREKTORAT

PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN TRANSFER  II

SUBDIREKTORAT 

PEMBIAYAAN PENATAAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH I

SUBDIREKTORAT 

PELAKSANAAN TRANSFER  I

SUBDIREKTORAT 

DANA BAGI HASIL PAJAK

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH II

PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT 

SINKRONISASI DAN DUKUNGAN 

TEKNIS PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH

DIREKTORAT

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN 

ORGANISASI DAN 

KEPEGAWAIAN 

BAGIAN 

UMUM DAN 

KEHUMASAN 

KELOMPOK

SUBDIREKTORAT 

INVESTASI DAN KAPASITAS 

KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR            /PMK.01/2014  TENTANG  

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

TRANSFER KE DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL

LAMPIRAN VIII-1 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  
TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



LAMPIRAN  VIII - 2

BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SUBBAGIAN

PENGELOLAAN KINERJA

SUBBAGIAN

HARMONISASI KEBIJAKAN 

DAN KERJASAMA ANTAR 

LEMBAGA

SUBBAGIAN

KEHUMASAN DAN BANTUAN 

HUKUM

BAGIAN 

ORGANISASI DAN 

KEPEGAWAIAN

BAGIAN 

UMUM DAN KEHUMASAN 

BAGIAN 

KONTROL INTERN

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI 

SUBBAGIAN

MUTASI DAN INFORMASI 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN

PENGELOLAAN RISIKO

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL

LAMPIRAN VIII-2 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014  
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LAMPIRAN  VIII - 3

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SEKSI 

DANA ALOKASI 

KHUSUS II

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM III

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM II

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

DANA BAGI HASIL SUMBER 

DAYA ALAM

SEKSI  

DANA ALOKASI UMUM II

SEKSI  

DANA ALOKASI UMUM III

SUBDIREKTORAT

DANA BAGI HASIL PAJAK

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

PAJAK I

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

PAJAK II

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

PAJAK III

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

TRANSFER  II

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IIA

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IIB

SUBDIREKTORAT

DANA ALOKASI KHUSUS

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM I

SEKSI  

DANA ALOKASI UMUM I

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IIC

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IA

SUBDIREKTORAT

DANA ALOKASI UMUM

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IC

SEKSI 

PELAKSANAAN 

TRANSFER  IB

SUBDIREKTORAT

PELAKSANAAN 

TRANSFER  I

SEKSI 

DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM IV

SEKSI 

DANA ALOKASI 

KHUSUS I

SEKSI 

DANA ALOKASI 

KHUSUS III

SEKSI 

DANA ALOKASI 

KHUSUS IV

SEKSI  

DANA ALOKASI UMUM IV

DIREKTORAT 

DANA PERIMBANGAN

SUBBAGIAN

LAMPIRAN VIII-3 
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LAMPIRAN  VIII - 4

BAGAN ORGANISASI

  DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....../PMK.01/2014

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH I

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IA

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IC

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH ID

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IB

DIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIIA

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIIC

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIID

SUBDIREKTORAT

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH II

SUBDIREKTORAT

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH III

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IID

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIA

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIC

SUBDIREKTORAT

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IV

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIB

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IVC

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IVD

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IVA

SEKSI 

SINKRONISASI PAJAK 

DAERAH

SEKSI 

DATA DAN PELAPORAN 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IIIB

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI 

SINKRONISASI RETRIBUSI 

DAERAH

SUBDIREKTORAT

SINKRONISASI DAN DUKUNGAN 

TEKNIS PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH

SEKSI 

PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH IVB

LAMPIRAN VIII-4 
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LAMPIRAN  VIII - 5

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH

SEKSI 

HIBAH DAERAH  I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT

PINJAMAN DAERAH

SUBDIREKTORAT

HIBAH DAERAH

SUBDIREKTORAT 

INVESTASI DAN KAPASITAS 

KEUANGAN DAERAH

SEKSI 

HIBAH DAERAH  II

SEKSI 

PINJAMAN DAERAH  II

SUBDIREKTORAT 

PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK 

SEKSI 

KAPASITAS KEUANGAN 

DAERAH  II

SEKSI 

HIBAH DAERAH  III

SEKSI 

HIBAH DAERAH  IV

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH  

IV

SEKSI 

PINJAMAN DAERAH  IV

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH  III

SEKSI 

PEMBIAYAAN PENATAAN 

DAERAH  III

SEKSI 

INVESTASI DAERAH  I

SEKSI 

PEMBIAYAAN PENATAAN 

DAERAH  IV

SEKSI 

PEMBIAYAAN PENATAAN 

DAERAH  II

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH  I

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH  II

SEKSI 

PINJAMAN DAERAH  I

SEKSI 

PINJAMAN DAERAH  III

DIREKTORAT 

PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS 

DAERAH

SEKSI 

KAPASITAS KEUANGAN 

DAERAH  I

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI 

PEMBIAYAAN PENATAAN 

DAERAH  I

SEKSI 

INVESTASI DAERAH  II

SUBDIREKTORAT 

PEMBIAYAAN PENATAAN 

DAERAH

LAMPIRAN VIII-5 
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LAMPIRAN  VIII - 6

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

SEKSI 

DATA KEUANGAN 

DAERAH  III

DIREKTORAT 

EVALUASI PENDANAAN DAN 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

SEKSI 

DATA KEUANGAN 

DAERAH  II

SUBBAGIAN                

TATA USAHA

SEKSI 

EVALUASI DANA 

DEKONSENTRASI DAN 

TUGAS PEMBANTUAN  IV

SEKSI 

EVALUASI DANA 

DEKONSENTRASI DAN 

TUGAS PEMBANTUAN  I

SEKSI 

EVALUASI DANA 

DEKONSENTRASI DAN 

TUGAS PEMBANTUAN  III

SEKSI  

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN  I

SEKSI  

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN  III

SEKSI 

DATA KEUANGAN 

DAERAH  IV

SEKSI  

KONSOLIDASI PELAPORAN 

KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

EVALUASI DANA 

DESENTRALISASI DAN 

PEREKONOMIAN DAERAH

SEKSI 

EVALUASI PENDAPATAN 

DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT 

EVALUASI DANA 

DEKONSENTRASI DAN 

TUGAS PEMBANTUAN

SUBDIREKTORAT 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

TRANSFER KE DAERAH

SUBDIREKTORAT 

DATA KEUANGAN DAERAH

SEKSI 

DATA KEUANGAN 

DAERAH  I

SEKSI 

EVALUASI BELANJA 

DAERAH

SEKSI 

EVALUASI PEMBIAYAAN 

DAERAH DAN DEFISIT 

ANGGARAN DAERAH

SEKSI 

EVALUASI DANA 

DEKONSENTRASI DAN 

TUGAS PEMBANTUAN  II

SEKSI  

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN  II

SEKSI 

EVALUASI PEREKONOMIAN 

DAERAH

SUBDIREKTORAT 

INFORMASI DAN DUKUNGAN 

TEKNIS

SEKSI 

PENGEMBANGAN APLIKASI 

DAN PROGRAM

SEKSI 

PENGELOLAAN BASIS DATA

SEKSI 

DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI 

PELAPORAN DAN LAYANAN 

INFORMASI

LAMPIRAN VIII-6 
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DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN 

ORGANISASI, TATA LAKSANA, 

DAN LAYANAN INFORMASI

BAGIAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA

DIREKTORAT

STRATEGI DAN PORTOFOLIO 

PEMBIAYAAN

BAGIAN 

KEUANGAN

BAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN 

UMUM

SUBDIREKTORAT 

MITIGASI RISIKO LEMBAGA 

KEUANGAN DAN INSTRUMEN 

MITIGASI RISIKO

SUBDIREKTORAT 

PERSETUJUAN PENYEDIAAN 

DUKUNGAN PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK KELOMPOK

SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN PASAR SURAT 

UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN PASAR SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL II

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN STRATEGI 

PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN ANALISIS 

KEWAJIBAN KONTINJENSI

DIREKTORAT

PENGELOLAAN DUKUNGAN 

PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN 

INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT 

MITIGASI RISIKO BADAN 

USAHA MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT 

EVALUASI DUKUNGAN 

PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT 

MITIGASI RISIKO ANGGARAN 

PENDAPATAN BELANJA NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PENYIAPAN KERJA SAMA 

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK KELOMPOKKELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR 

SURAT UTANG  NEGARA

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR 

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL I

SUBDIREKTORAT 

PERATURAN SURAT UTANG NEGARA 

DAN EVALUASI KINERJA

SUBDIREKTORAT 

PERATURAN SURAT BERHARGA 

SYARIAH NEGARA DAN EVALUASI 

KINERJA

SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN RISIKO ASET 

DAN KEWAJIBAN NEGARA

DIREKTORAT

PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTORAT

SURAT UTANG NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL 

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN 

RISIKO

DIREKTORAT

PENGELOLAAN RISIKO 

KEUANGAN NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN PORTOFOLIO 

SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN 

PENGELOLAAN DATA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT

EVALUASI, AKUNTANSI, DAN 

SETELMEN

SUBDIREKTORAT 

ADMINISTRASI DAN 

VERIFIKASI 

SUBDIREKTORAT 

SETELMEN TRANSAKSI

SUBDIREKTORAT 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBDIREKTORAT 

MONITORING DAN EVALUASI

SUBDIREKTORAT 

TEKNOLOGI INFORMASI

DIREKTORAT 

 PEMBIAYAAN SYARIAH
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BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN 

HARMONISASI PERATURAN

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN 

ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN 

LAYANAN INFORMASI

SUBBAGIAN 

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL  I

SUBBAGIAN 

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN 

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

BAGIAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN 

KEUANGAN

BAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN 

UMUM

SUBBAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL  II

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN 

PENGELOLAAN KINERJA

SUBBAGIAN 

GAJI

SUBBAGIAN 

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN 

LAYANAN INFORMASI

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI SUMBER DAYA 

MANUSIA

SUBBAGIAN 

MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA

SUBBAGIAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN 

PENGELOLAAN DATA

SEKSI 

ANALISIS PINJAMAN DAN 

HIBAH

DIREKTORAT

PINJAMAN DAN HIBAH

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL II

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IA

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IIA

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IIB

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IIC

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IID

SEKSI 

DATA DAN PELAPORAN

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL I

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL ID

SUBDIREKTORAT 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL A

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL B

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

EVALUASI KINERJA

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL C

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

MULTILATERAL D

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

ALOKASI PINJAMAN DAN 

HIBAH

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IB

SEKSI 

PINJAMAN DAN HIBAH 

BILATERAL IC
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

PENATAUSAHAAN DAN 

PELAPORAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA

SEKSI

LAYANAN INFORMASI DAN 

EDUKASI PUBLIK

SEKSI

DUKUNGAN ANALISIS 

PASAR KEUANGAN

SEKSI 

PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA DAN 

DERIVATIF I

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

INSTRUMEN  DAN BASIS 

INVESTOR SURAT UTANG 

SEKSI 

ANALISIS PASAR SURAT 

UTANG NEGARA

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

EVALUASI KINERJA

SEKSI 

PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA DAN 

DERIVATIF II

SEKSI 

HUBUNGAN INVESTOR DAN 

LEMBAGA PEMERINGKAT

SEKSI  

ANALISIS PASAR KEUANGAN 

INTERNASIONAL

SEKSI

EVALUASI PELAKSANAAN 

TRANSAKSI

SEKSI 

PERENCANAAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA DAN 

DERIVATIF

SEKSI 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN 

DAN KERJASAMA 

INTERNASIONAL

SEKSI 

ANALISIS KEUANGAN DAN 

FISKAL

SEKSI  

PERATURAN SURAT UTANG 

NEGARA

DIREKTORAT 

SURAT UTANG NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN PORTOFOLIO 

SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN PASAR 

SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT

ANALISIS KEUANGAN DAN 

PASAR SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT

PERATURAN SURAT UTANG 

NEGARA DAN EVALUASI 

KINERJA
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

PENGELOLAAN ASET SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

SEKSI 

PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT BERHARGA SYARIAH 

NEGARA I 

SEKSI 

PELAYANAN PUBLIK DAN 

HUBUNGAN INVESTOR

SEKSI 

ANALISIS HARGA SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

SEKSI 

DOKUMEN HUKUM

SEKSI 

PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT BERHARGA SYARIAH 

NEGARA II

SEKSI 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

SEKSI  

ANALISIS KEUANGAN       

DAN FISKAL

SEKSI

PERENCANAAN DAN 

EVALUASI KINERJA

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT

PENGEMBANGAN PASAR SURAT 

BERHARGA SYARIAH  NEGARA

SUBDIREKTORAT

ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR 

SURAT BERHARGA SYARIAH 

NEGARA

SUBDIREKTORAT

PERATURAN SURAT BERHARGA 

SYARIAH NEGARA DAN EVALUASI 

KINERJA

SEKSI 

PERENCANAAN TRANSAKSI 

SURAT BERHARGA SYARIAH 

NEGARA

SEKSI 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN 

DAN KESESUAIAN SYARIAH

SEKSI 

ANALISIS PASAR SURAT 

BERHARGA SYARIAH NEGARA

SEKSI  

PERATURAN SURAT BERHARGA 

SYARIAH NEGARA

DIREKTORAT 

PEMBIAYAAN SYARIAH

SUBBAGIAN
TATA USAHA
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT 

PENGELOLAAN RISIKO 

KEUANGAN NEGARA

SEKSI 

PENGUNGKAPAN RISIKO 

KEUANGAN NEGARA

SEKSI 

RISIKO PINJAMAN PADA 

BUMN

SEKSI 

PERATURAN MITIGASI  

RISIKO

SEKSI 

PENUGASAN NON- PSO DAN 

INVESTASI PADA BUMN

SEKSI

PERENCANAAN DAN 

EVALUASI KINERJA

SUBDIREKTORAT 

MITIGASI RISIKO APBN

SUBDIREKTORAT

MITIGASI RISIKO BUMN

SUBDIREKTORAT

MITIGASI RISIKO LEMBAGA 

KEUANGAN DAN INSTRUMEN 

MITIGASI RISIKO

SEKSI 

RISIKO DUKUNGAN DAN 

JAMINAN ATAS PENUGASAN 

PEMERINTAH

SEKSI 

RISIKO JAMINAN SOSIAL

SEKSI 

RISIKO POLITIK DAN 

TUNTUTAN HUKUM

SEKSI  

INSTRUMEN MITIGASI   

RISIKO

SEKSI

KERJASAMA 

KELEMBAGAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI 

RISIKO PELAKSANAAN PSO 

PADA BUMN I

SEKSI 

RISIKO LEMBAGA  

KEUANGAN I

SEKSI  

ANALISIS STRUKTUR ASET DAN 

KEWAJIBAN PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN RISIKO ASET 

DAN KEWAJIBAN NEGARA

SEKSI 

RISIKO PELAKSANAAN PSO 

PADA BUMN II

SEKSI 

RISIKO LEMBAGA  

KEUANGAN II

SEKSI 

ANALISIS RISIKO ASET DAN 

KEWAJIBAN LINTAS GENERASI
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

SEKSI 

DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK 

SEKTOR II

SEKSI 

PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR II

SEKSI 

PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR I

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA 

SEKTOR I

DIREKTORAT

PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN 

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

PENYIAPAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN 

BADAN USAHA

SUBDIREKTORAT 

EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT 

PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMERINTAH

SEKSI 

DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK 

SEKTOR I

SEKSI 

PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA 

SEKTOR II

SEKSI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

DUKUNGAN PEMERINTAH

SEKSI 

PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN 

KERJASAMA KELEMBAGAAN

SEKSI 

PERENCANAAN

SEKSI 

PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN 

PROYEK

SEKSI 

KOORDINASI FASILITAS DUKUNGAN 

PEMERINTAH

SEKSI 

PENYUSUNAN PERATURAN
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

SEKSI 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN UTANG

SEKSI 

PERENCANAAN LINDUNG NILAI

SEKSI

PERATURAN DAN PERJANJIAN

SEKSI 

PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 

ALTERNATIF

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA

SEKSI 

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN

SEKSI 

LAYANAN LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT 

DAN PEMBERI PINJAMAN

SEKSI

PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA

SEKSI 

STRATEGI PENGELOLAAN UTANG 

JANGKA MENENGAH 

SEKSI 

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

SEKSI

RISIKO KREDIT

SEKSI 

PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS

SEKSI 

PERENCANAAN KAPASITAS UTANG

SEKSI 

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

SEKSI

PENGELOLAAN PORTOFOLIO  

KEWAJIBAN  KONTINJENSI

SEKSI 

PENGEMBANGAN PASAR UTANG

DIREKTORAT 

STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT 

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN ANALISIS KEWAJIBAN 

KONTINJENSI

SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

PEMBIAYAAN
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  BAGAN ORGANISASI

  DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

SEKSI 

MONITORING DAN 

EVALUASI III

SUBDIREKTORAT

MONITORING DAN 

EVALUASI

SUBDIREKTORAT

ADMINISTRASI DAN 

VERIFIKASI

SEKSI 

OPERASIONAL LAYANAN 

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI 

PENGEMBANGAN DAN 

IMPLEMENTASI SISTEM II

KELOMPOK 

SUBDIREKTORAT

SETELMEN TRANSAKSI

SUBDIREKTORAT

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN

SEKSI 

ADMINISTRASI UTANG DAN 

HIBAH

SEKSI 

MONITORING DAN 

EVALUASI II

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 

VERIFIKASI UTANG DAN 

HIBAH III

SUBDIREKTORAT

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI 

VERIFIKASI UTANG DAN 

HIBAH I

SEKSI 

SETELMEN TRANSAKSI II

SEKSI  

PENGEMBANGAN DAN 

IMPLEMENTASI SISTEM I

SEKSI 

VERIFIKASI UTANG DAN 

HIBAH II

SEKSI 

SETELMEN TRANSAKSI IV

SEKSI 

KONSOLIDASI DAN 

PELAPORAN

SEKSI 

PERENCANAAN DAN 

EVALUASI KINERJA

DIREKTORAT 

 EVALUASI, AKUNTANSI, DAN 

SETELMEN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI 

SETELMEN TRANSAKSI III

SEKSI 

AKUNTANSI SURAT 

BERHARGA NEGARA

SEKSI  

PERANCANGAN SISTEM 

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI  

AKUNTANSI HIBAH

SEKSI 

SETELMEN TRANSAKSI I

SEKSI  

AKUNTANSI PINJAMAN

SEKSI

MONITORING DAN 

EVALUASI I
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LAMPIRAN  X - 1

BAGAN ORGANISASI 

INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN 

UMUM  DAN 

KOMUNIKASI 

PENGAWASAN

BAGIAN 

SISTEM 

INFORMASI 

PENGAWASAN

INSPEKTORAT  IV INSPEKTORAT  VI

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... /PMK.01/2014

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

INSPEKTORAT  V

INSPEKTORAT

JENDERAL

BAGIAN 

ORGANISASI 

DAN KINERJA

FUNGSIONAL

INSPEKTORAT

BIDANG INVESTIGASI

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

BAGIAN 

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATANKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BAGIAN 

PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

FUNGSIONAL

INSPEKTORAT  I INSPEKTORAT  II

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

SEKRETARIAT 

INSPEKTORAT 

JENDERAL

FUNGSIONAL

INSPEKTORAT  VII

SUBBAGIAN 

TATA USAHA

FUNGSIONAL

INSPEKTORAT  III

LAMPIRAN X-1 
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LAMPIRAN  X - 2

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

SUBBAGIAN

PENUGASAN PENGAWASAN 

DAN PENGELOLAAN 

PERJALANAN DINAS

SUBBAGIAN

PENGELOLAAN DATA 

EKSTERNAL DAN HUKUMAN 

DISIPLIN

SUBBAGIAN

PERMINTAAN PEMBAYARAN 

DAN PENGGAJIAN

SUBBAGIAN

AKUNTANSI

SUBBAGIAN

KOMUNIKASI DAN TATA 

USAHA PENGAWASAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN KARIER

SUBBAGIAN

MANAJEMEN KINERJA SDM 

DAN JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI DAN TALENTA

BAGIAN 

SISTEM INFORMASI 

PENGAWASAN

SUBBAGIAN 

EVALUASI DAN TINDAK 

LANJUT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN 

KEBIJAKAN TEKNOLOGI 

INFORMASI

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI

SUBBAGIAN

OPERASIONAL TEKNOLOGI 

INFORMASI

SUBBAGIAN

MANAJEMEN INFORMASI DAN 

ADMINISTRASI SDM

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN 

ANGGARAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.01/2014 

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 

KEUANGAN 

SUBBAGIAN

PENGADAAN DAN 

PENGELOLAAN BARANG 

MILIK NEGARA

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN 

ORGANISASI DAN 

PROSES BISNIS

SUBBAGIAN 

MANAJEMEN KINERJA 

DAN RISIKO

SUBBAGIAN 

PELAPORAN

BAGIAN 

ORGANISASI DAN KINERJA

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

KERUMAHTANGGAAN DAN 

PROTOKOLER

BAGIAN 

UMUM DAN KOMUNIKASI 

PENGAWASAN

BAGIAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN X-2 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



BAGAN ORGANISASI 

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

PUSAT

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

PUSAT

KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

BAGIAN 

UMUM

BADAN 

KEBIJAKAN FISKAL 

BIDANG 

KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH

BIDANG

ANALISIS NERACA PENDAPATAN 

NASIONAL

BIDANG 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

BIDANG

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN 

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

BIDANG 

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN INTERREGIONAL

BAGIAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BIDANG 

KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN 

IKLIM 

BIDANG 

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN ASEAN

PUSAT 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN 

IKLIM DAN MULTILATERAL

BIDANG 

KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

PUSAT 

KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL

BIDANG 

KEBIJAKAN PENERIMAAN 

PERPAJAKAN

BIDANG 

ANALISIS FISKAL

BIDANG 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

INDUSTRI KEUANGAN 

PUSAT 

KEBIJAKAN 

PENDAPATAN NEGARA

PUSAT 

KEBIJAKAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN

ORGANISASI DAN 

KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

BIDANG

ANALISIS MONETER DAN NERACA 

PEMBAYARAN

BIDANG 

FORUM G20 

BIDANG

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN BILATERAL

BIDANG 

KERJA SAMA PERDAGANGAN

BIDANG

KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

BIDANG 

KEBIJAKAN KEPABEANAN 

INTERNASIONAL

BIDANG

OECD

BIDANG 

EVALUASI DAN HUBUNGAN 

PERWAKILAN LUAR NEGERI 

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II

BIDANG 

KEBIJAKAN SUBSIDI

BIDANG 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG

PENGEMBANGAN MODEL DAN 

PENGOLAHAN DATA MAKRO 

BIDANG

DUKUNGAN KESEKRETARIATAN 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I

BIDANG 

KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN 

PEMBIAYAAN

BIDANG

PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN

BIDANG 

FORUM MULTILATERAL

BIDANG

ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL 

DAN 

HUBUNGAN INVESTOR

KELOMPOK JABATANBAGIAN 

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

LAMPIRAN XI-1 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



    LAMPIRAN  XI - 2

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BAGIAN 

UMUM

SUBBAGIAN 

MANAJEMEN ASET DAN LAYANAN 

PENGADAAN 

BAGIAN 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SUBBAGIAN 

PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN

SUBBAGIAN

INFORMASI PUSTAKA

SUBBAGIAN

KOMUNIKASI PUBLIK

SUBBAGIAN

UMUM KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA

SUBBAGIAN PERENCANAAN  DAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN 

KINERJA PEGAWAI

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA 

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

MUTASI KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

SUBBAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN

DATA DAN STATISTIK

SUBBAGIAN

TATA USAHA DAN GAJI

SUBBAGIAN

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN

ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL

BAGIAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

LAMPIRAN XI-2 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



    LAMPIRAN  XI - 3

PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

PUSAT 

KEBIJAKAN 

PENDAPATAN NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK 

INTERNASIONAL

BIDANG 

KEBIJAKAN KEPABEANAN 

DAN CUKAI

BIDANG 

KEBIJAKAN KEPABEANAN 

INTERNASIONAL

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP 

I

BIDANG 

KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II

BAGIAN 

TATA USAHA

SUBBAGIAN 

PERATURAN DAN HARMONISASI 

KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

SUBBAGIAN TATA KELOLA

BAGAN ORGANISASI

SUBBIDANG 

PPh UMUM

SUBBIDANG 

P3B AMERIKA DAN EROPA

SUBBIDANG 

CUKAI

SUBBIDANG

BEA MASUK TINDAKAN

SUBBIDANG 

FASILITAS PPN

SUBBIDANG 

FASILITAS PPh

SUBBIDANG 

P3B AUSTRALIA, ASIA PASIFIK, 

DAN AFRIKA

SUBBIDANG 

FASILITAS KEPABEANAN

SUBBIDANG

TARIF BEA MASUK 

PREFERENSI

SUBBIDANG 

PPN PERDAGANGAN DAN 

INDUSTRI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

BEA KELUAR

SUBBIDANG 

KERJA SAMA ORGANISASI 

KEPABEANAN 

INTERNASIONAL

SUBBIDANG 

PPh INDUSTRI EKSTRAKTIF

SUBBIDANG 

PNBP NON SDA

SUBBIDANG 

KERJASAMA HUBUNGAN PAJAK 

INTERNASIONAL

SUBBIDANG 

TARIF BEA MASUK

SUBBIDANG 

PPN JASA DAN PTLL

SUBBIDANG 

PNBP SDA

SUBBIDANG 

KERJA SAMA ORGANISASI 

PAJAK INTERNASIONAL

LAMPIRAN XI-3 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



    LAMPIRAN  XI - 4

PUSAT KEBIJAKAN APBN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN 

BAGAN ORGANISASI

PUSAT 

KEBIJAKAN 

ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA

BIDANG 

KEBIJAKAN PENERIMAAN 

PERPAJAKAN

BIDANG 

KEBIJAKAN PNBP DAN 

HIBAH

BIDANG 

KEBIJAKAN BELANJA PUSAT 

DAN PEMBIAYAAN

BIDANG 

KEBIJAKAN SUBSIDI

BIDANG 

KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAERAH

SUBBIDANG PENERIMAAN 

PAJAK LANGSUNG

SUBBIDANG 

PENERIMAAN SUMBER 

DAYA ALAM

SUBBIDANG 

BELANJA PEGAWAI, 

BELANJA BARANG DAN 

LAINNYA

SUBBIDANG 

SUBSIDI TRANSPORTASI

SUBBIDANG 

TRANSFER KE DAERAH

SUBBIDANG 

PENGELOLAAN APBD

SUBBIDANG PENERIMAAN 

PAJAK TIDAK LANGSUNG

SUBBIDANG 

PENERIMAAN BUMN

SUBBIDANG 

BELANJA MODAL

SUBBIDANG 

SUBSIDI INDUSTRI DAN 

RUMAH TANGGA

SUBBIDANG 

DANA DESA DAN 

PEREKONOMIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG KEPABEANAN 

DAN CUKAI

SUBBIDANG 

PNBP LAINNYA DAN 

HIBAH

SUBBIDANG 

BELANJA BANTUAN SOSIAL

SUBBIDANG 

SUBSIDI PERTANIAN DAN 

LAINNYA

SUBBIDANG 

TATA KELOLA

SUBBIDANG 

HARMONISASI 

KEBIJAKAN APBN

SUBBIDANG 

PEMBIAYAAN ANGGARAN

LAMPIRAN XI-4 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



    LAMPIRAN  XI - 5

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

PUSAT

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

BAGAN ORGANISASI

BIDANG 

ANALISIS FISKAL

BIDANG

ANALISIS NERACA PENDAPATAN 

NASIONAL

BIDANG

ANALISIS MONETER DAN NERACA 

PEMBAYARAN

BIDANG

ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL 

DAN 

HUBUNGAN INVESTOR

BIDANG

PENGEMBANGAN MODEL DAN 

PENGOLAHAN DATA MAKRO 

SUBBIDANG 

PROYEKSI ASUMSI DASAR 

SUBBIDANG 

ANALISIS PERMINTAAN AGREGAT

SUBBIDANG 

NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA

SUBBIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

INTERNASIONAL

SUBBIDANG PENGEMBANGAN 

MODEL

SUBBIDANG 

KERANGKA EKONOMI MAKRO

SUBBIDANG 

INVESTASI

SUBBIDANG 

HARGA

SUBBIDANG 

LEMBAGA RATING 

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN DATA MAKRO

SUBBIDANG 

ANALISIS

SEKTOR PEMERINTAH

SUBBIDANG 

SEKTOR PRIMER

SUBBIDANG 

TRANSAKSI BERJALAN

SUBBIDANG 

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

INVESTOR

 SUBBIDANG 

TATA KELOLA

SUBBIDANG

ANALISIS KESEJAHTERAAN DAN 

KETENAGAKERJAAN

SUBBIDANG 

SEKTOR NON PRIMER

SUBBIDANG 

TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN XI-5 
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MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



    LAMPIRAN  XI - 6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BIDANG 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

INDUSTRI KEUANGAN 

BIDANG 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KEUANGAN SYARIAH

BIDANG

KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF

BIDANG

PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN

BIDANG

DUKUNGAN KESEKRETARIATAN 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

PUSAT

KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN PROTOKOL MANAJEMEN 

KRISIS DAN SIMULASI PENANGANAN 

KRISIS

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN PERBANKAN DAN 

PEMBIAYAAN

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN PERBANKAN DAN 

PEMBIAYAAN SYARIAH 

SUBBIDANG 

STRATEGI KEUANGAN INKLUSIF

SUBBIDANG 

PEMANTAUAN LEMBAGA 

KEUANGAN

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN ASURANSI, DANA 

PENSIUN, DAN PENJAMINAN

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN ASURANSI, DANA 

PENSIUN, DAN PENJAMINAN 

SYARIAH

SUBBIDANG  

KOORDINASI KEUANGAN 

INKLUSIF

SUBBIDANG 

PEMANTAUAN

PASAR MODAL DAN PASAR 

KOMODITAS

SUBBIDANG 

KOORDINASI STABILITAS SISTEM 

KEUANGAN

SUBBIDANG

 KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN 

PASAR KOMODITAS

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN 

PASAR KOMODITAS SYARIAH

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK

SUBBIDANG 

APLIKASI DAN PENGELOLAAN 

DATA SISTEM KEUANGAN

SUBBIDANG 

TATA KELOLA

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN HUKUM 

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN XI-6 
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    LAMPIRAN  XI - 7

BIDANG 

FORUM G20 

BIDANG

OECD

BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL

PUSAT 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN 

IKLIM DAN MULTILATERAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BIDANG 

KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN 

IKLIM 

SUBBIDANG 

SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN 

LINGKUNGAN

SUBBIDANG 

FORUM INTERNASIONAL  

PERUBAHAN IKLIM 

SUBBIDANG 

KERJA SAMA MAKRO EKONOMI 

GLOBAL

SUBBIDANG 

WORLD BANK  DAN 

INTERNATIONAL MONETARY 

FUND

BIDANG 

FORUM MULTILATERAL

BIDANG

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN 

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

SUBBIDANG 

FORUM MULTILATERAL 

LAINNYA

SUBBIDANG 

PROGRAM KEUANGAN 

SUBBIDANG 

SEKTOR KEHUTANAN DAN 

PERUBAHAN LAHAN

SUBBIDANG 

KERJASAMA PENDANAAN 

LEMBAGA INTERNASIONAL DAN 

NEGARA MITRA

SUBBIDANG 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN 

GLOBAL 

SUBBIDANG 

ASIAN DEVELOPMENT BANK 

DAN ISLAMIC DEVELOPMENT 

BANK

SUBBIDANG

PROGRAM NON KEUANGAN

SUBBIDANG 

HUBUNGAN KESEKRETARIATAN 

OECD

SUBBIDANG 

SEKTOR ENERGI DAN INDUSTRI

SUBBIDANG 

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM 

LAINNYA

SUBBIDANG 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

EKONOMI GLOBAL 

SUBBIDANG 

SEKTOR TRANSPORTASI DAN 

LAINNYA

SUBBIDANG 

TATA KELOLA

SUBBIDANG 

HARMONISASI DAN DUKUNGAN 

TEKNIS

SUBBIDANG 

INVESTASI DAN KONTRIBUSI 

DANA LEMBAGA 

INTERNASIONAL 

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN XI-7 
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    LAMPIRAN  XI - 8

SUBBIDANG 

HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR 

NEGERI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG 

EVALUASI DAN HUBUNGAN 

PERWAKILAN LUAR NEGERI 

SUBBIDANG

EVALUASI KERJA SAMA KEUANGAN

SUBBIDANG 

TATA KELOLA

SUBBIDANG

EVALUASI KERJA SAMA NON 

KEUANGAN

SUBBDANG

KERJA SAMA SUBREGIONAL DAN 

REGIONAL LAINNYA

SUBBIDANG 

BILATERAL NON PEMERINTAH

SUBBIDANG 

ASEAN DAN MITRA

SUBBIDANG

KERJASAMA SELATAN SELATAN 

DAN TRIANGULAR

SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA 

UMUM

SUBBIDANG 

NON FORUM KEUANGAN ASEAN 

DAN ASEAN MITRA

SUBBIDANG 

KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI

SUBBIDANG KELEMBAGAAN ASEAN SUBBIDANG KELEMBAGAAN APEC
SUBBIDANG

BILATERAL AMERIKA DAN EROPA

SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA 

KEUANGAN

SUBBIDANG 

FORUM KEUANGAN ASEAN

SUBBIDANG

FORUM KEUANGAN APEC

SUBBIDANG

BILATERAL ASIA, PASIFIK, DAN 

AFRIKA

SUBBIDANG PERDAGANGAN 

BARANG  

BIDANG 

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN ASEAN

BIDANG 

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN INTERREGIONAL

BIDANG

KERJASAMA EKONOMI DAN 

KEUANGAN BILATERAL

BIDANG 

KERJA SAMA PERDAGANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............../PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 

BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL

PUSAT 

KEBIJAKAN REGIONAL DAN 

BILATERAL

LAMPIRAN XI-8 
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MENTERI KEUANGAN 
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        BAGAN ORGANISASI

  BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

BADAN

BAGIAN 

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BAGIAN

UMUM

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

PUSAT

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEUANGAN 

UMUM

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BAGIAN

TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN PAJAK

KELOMPOK 

BAGIAN

TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

BAGIAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

KELOMPOK 

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

BIDANG

PENYELENGGARAAN

BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK 

BAGIAN

TATA USAHA

BAGIAN

TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PENJENJANGAN PANGKAT 

DAN PENINGKATAN 

KOMPETENSI

BIDANG

PENGELOLAAN TES 

TERPADU

BIDANG

PENGELOLAAN BEASISWA

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG

PENYELENGGARAAN

KELOMPOK 

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

ANGGARAN DAN 

PERBENDAHARAAN

PUSAT

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN BEA DAN 

CUKAI

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN 

PERIMBANGAN KEUANGAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

BIDANG

PENYELENGGARAAN

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA

BIDANG

PENYELENGGARAAN

BAGIAN

TATA USAHA

BAGIAN

TATA USAHA

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

LAMPIRAN XII-1 
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MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 



SEKRETARIAT  BADAN

 

BAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

ADMINISTRASI JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN 

SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN 

DUKUNGAN TEKNIS

SUBBAGIAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN 

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

SUBBAGIAN 

ORGANISASI

SUBBAGIAN 

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN 

HUKUM DAN KERJA SAMA

BAGIAN 

UMUM

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

BAGIAN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

SEKRETARIAT BADAN

SUBBAGIAN 

PENGELOLAAN ASET

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA

BAGAN ORGANISASI 

SUBBAGIAN 

KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN 

PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAGIAN 

UMUM KEPEGAWAIAN
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG  PERENCANAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SUBBIDANG 

PERENCANAAN TES

SUBBIDANG 

PERENCANAAN BEASISWA

PUSAT                            

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN      

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT

SUBBIDANG 

PENYELENGGARAAN

SUBBIDANG 

PENYELENGGARAAN TES

SUBBIDANG 

SELEKSI DAN PENEMPATAN

SUBBIDANG 

EVALUASI DAN PELAPORAN    

KINERJA 

SUBBIDANG 

EVALUASI HASIL TES

SUBBIDANG 

PEMANTAUAN

BIDANG

PENJENJANGAN PANGKAT DAN 

PENINGKATAN KOMPETENSI

BIDANG

PENGELOLAAN TES TERPADU

BIDANG

PENGELOLAAN BEASISWA
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDARAAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

PROGRAM

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN I

SUBBIDANG 

EVALUASI DIKLAT

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN  DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBIDANG 

KURIKULUM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN II

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG 

TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG 

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

PROGRAM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN I

SUBBIDANG 

EVALUASI DIKLAT

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PAJAK

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN  DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBIDANG 

KURIKULUM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN II

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG 

TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

BIDANG

PERENCANAAN DAN

 PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG 

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

BEA DAN CUKAI

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN  DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG 

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

SUBBIDANG 

PROGRAM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN I

SUBBIDANG 

EVALUASI DIKLAT

SUBBIDANG 

KURIKULUM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN II

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG 

TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN 

KEUANGAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN  DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG

PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG 

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

SUBBIDANG 

PROGRAM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN I

SUBBIDANG 

EVALUASI DIKLAT

SUBBIDANG 

KURIKULUM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN II

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG 

TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEUANGAN UMUM

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN  DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA DAN 

PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN

TATA USAHA, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG

PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG 

PENYELENGGARAAN

BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA

SUBBIDANG 

PROGRAM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN I

SUBBIDANG 

EVALUASI DIKLAT

SUBBIDANG 

KURIKULUM 

SUBBIDANG 

PENYELENGARAAN II

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN HASIL DIKLAT

SUBBIDANG 

TENAGA PENGAJAR

SUBBIDANG 

INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA
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LAMPIRAN  XVIII

BAGAN ORGANISASI

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

SUBBIDANG 

PENGELOLAAN 

JARINGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

PUSAT 

SISTEM INFORMASI DAN 

TEKNOLOGI KEUANGAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI DAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN 

UMUM

BIDANG 

PENGELOLAAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

BIDANG 

OPERASIONAL TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

SUBBIDANG 

KEPUSTAKAAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

BAGIAN 

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

PERENCANAAN DAN 

ARSITEKTUR TIK

SUBBIDANG 

PERANCANGAN APLIKASI

 DAN BASIS DATA

SUBBIDANG 

PENGELOLAAN 

LAYANAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN 

KEBIJAKAN TIK

SUBBIDANG 

PERANCANGAN JARINGAN

SUBBIDANG 

PENGELOLAAN 

APLIKASI

SUBBIDANG 

BINA KEPATUHAN DAN

 MANAJEMEN RISIKO TIK

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN 

JARINGAN

BIDANG 

PERENCANAAN DAN 

KEBIJAKAN TIK

BIDANG 

PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI

SUBBIDANG 

MANAJEMEN

PROGRAM

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN APLIKASI 

DAN BASIS DATA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN 

PERTUKARAN DATA DAN

BASIS DATA

SUBBIDANG 

OPERASIONAL

PUSAT DATA

SUBBIDANG 

 LAYANAN PENGGUNA

SUBBIDANG 

DUKUNGAN TEKNIS
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LAMPIRAN  XIX

BAGAN ORGANISASI

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

PUSAT 

PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN               

UMUM

SUBBAGIAN 

ORGANISASI DAN  

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

 KEUANGAN

BIDANG 

PEMBINAAN PROFESI 

AKUNTANSI

BIDANG 

PEMBINAAN

PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS

BIDANG 

PEMERIKSAAN

AKUNTAN PUBLIK

BIDANG 

PEMERIKSAAN

PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS

SUBBIDANG 

 PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN 

PROFESI AKUNTANSI

SUBBIDANG 

PERIZINAN PENILAI PUBLIK 

DAN AKTUARIS

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK 

I

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN PENILAI  PUBLIK 

DAN AKTUARIS I

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

ANALISIS DAN PELAPORAN 

PROFESI AKUNTANSI

SUBBIDANG 

ANALISIS DAN PELAPORAN 

PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK 

II

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN PENILAI  PUBLIK 

DAN AKTUARIS II

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN PROFESI 

AKUNTANSI

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN PROFESI 

PENILAIAN DAN AKTUARIA

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK 

III

SUBBIDANG 

PEMERIKSAAN PENILAI  PUBLIK 

DAN AKTUARIS III
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LAMPIRAN  XX

BAGAN ORGANISASI

PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIIA

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IVA

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIB

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIIB

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IVB

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIIC

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IVC

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN

PUSAT 

ANALISIS DAN 

HARMONISASI KEBIJAKAN

SUBBAGIAN

TATA LAKSANA DAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

KEUANGAN DAN

 RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN 

 PENGOLAHAN DATA 

BAGIAN

TATA USAHA

BIDANG 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN III

BIDANG 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN IV

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IVD

BIDANG 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN I

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IA

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IB

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IC

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIC

SUBBIDANG 

 PROGRAM DAN 

KEGIATAN  IIA

BIDANG 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN II
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LAMPIRAN  XXI

BAGAN ORGANISASI

PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SUBBIDANG 

 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM

KELOMPOK JABATAN

SUBBIDANG 

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 

SUBBIDANG 

VERIFIKASI 

SUBBIDANG 

 PUBLIKASI DAN KERJA SAMA

SUBBIDANG 

PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI 

FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

 REGISTRASI

SUBBIDANG 

LAYANAN PENGGUNA 

SUBBIDANG 

 SERTIFIKASI DIGITAL

SUBBIDANG 

 MONITORING DAN EVALUASI 

BIDANG 

REGISTRASI DAN VERIFIKASI

BIDANG 

LAYANAN TEKNIS PENGGUNA

BIDANG 

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..../PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PUSAT 

LAYANAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK

SUBBAGIAN

 UMUM

SUBBAGIAN

 KEUANGAN

SUBBAGIAN

 RUMAH TANGGA

BAGIAN

TATA USAHA
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LAMPIRAN  XXII

BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

BIDANG

PENEGAKAN KEPATUHAN 

PELAKSANAAN TUGAS

BIDANG

EVALUASI KINERJA

SUBBIDANG 

TUGAS PELAYANAN

SUBBIDANG 

EVALUASI KINERJA PELAYANAN

SUBBIDANG 

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT 

KEPATUHAN PELAKSANAAN 

TUGAS

BIDANG

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT 

KEPATUHAN INTERNAL

SUBBIDANG 

TUGAS PENGAWASAN

SUBBIDANG 

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT 

EVALUASI KINERJA

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG 

TUGAS ADMINISTRASI

PUSAT

KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN 

DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBIDANG 

EVALUASI KINERJA PENGAWASAN

SUBBIDANG 

EVALUASI KINERJA  

ADMINISTRASI

SUBBIDANG 

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..../PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
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	1. BAGAN KEMENKEU 2014 (kop garuda)
	2. BAGAN SETJEN 2014 (kop garuda)
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	5. BAGAN DJBC 2014 (kop garuda)
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	10. BAGAN ITJEN 2014(kop garuda)
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